LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor S- 94 /PKR2020
Tanggal : X Macet 2020
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH TENGAH
Tentang Retribusi Daerah
Kode Daerah: 0105
No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
1 Nama Pasal 6 Pasal 6 Legal drafting disesuaikan
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai | Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai | dengan UU No. 28 Tahun
pembayaran atas pelayanan Kesehatan. pembayaran atas pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh | 2009.
Pemerintah Daerah. '
2_' ' Objek Pasal 7 ) Telah sesuai dengan UU No.
(1)  Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di 28 Tahun 2009.
Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai
Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat Pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
{2)  Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan
oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
3 Subjek Pasal 8 Pasal 8 Legal drafting disesuaikan ‘
Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan pelayanan | Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan | dengan UU No. 28 Tahun
- kesehatan. pelayanan kesehatan. 2009.
1 Pasal3 Telah sesuai dengan UU No.

4. | Golongan Retribusi

Retribusi Jasa umum terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Tera/Tera ulang

Retribusi pengujian Kendaraan bermotor;
Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

NogahwMn

5. I Cara Mengukur Tingkat
| Penggunaan Jasa

Pasal 20 [

| Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan | i

28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009,

1
NS



Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas
Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasal 21 Pasal 21 o Disesuakan dengan UU No.

Prinsip Penetapan Struktur dan
Besamya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan farif retribusi pelayanan kesehatan adalah
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi,
biaya operasional dan pemelinaraan, kemampuan masyarakat serta aspek
keaditan.

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa dengan
mempertimbangkan kemampuan masya-rakat, keadian, dan efekfivitas
pengen-dalian atas pelayénan kesehatan,

28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah,
e Prinsip dan sasaran
penetapan  besaran farif
retribusi disesuaikan dengan
fujuan pengenaan retribusi
atas pelayanan tersebut.

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

Pasal 22

| (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Refribusi Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 22
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

. Jasa | Jasa . Jasa Jasa
No | Jenis Pelayanan K(;ro;s Sarana | Pelayanan JL(lg I?h No | Jenis Pelayanan K(;rc;s Sarana | Pelayanan ‘ Jl;g '?h
L Pl R | (R P | Ro) | (Ro) M
1 Poliklinik Umum - - 6.000 6.000 1 | Poliklinkk Umum - - 6.000 6.000
Puskesmas Puskesmas
2 | Poliklinik KB 2 | Poliklinik KB
- 1UD. - - , - 100.000 - 1UD. - - - 100.000
IMPLANT - - - 15.000 IMPLANT - - - 15.000
- SUNTIK - - - 10.000 - SUNTIK | - - - 10.000
- PILKB - - - 125.000 - PILKB - - - 125.000
- Tarif - Tarif
Komplikasi Komplikasi
| KB o KB ]
3 | 1GD - - - 22.000 3 |iGD - - - 22.000
Fjuleandad _ R _ Dihapus
4 | Puskesmas ) | £:000 | 4 | )

Tarf Retribusi diubah dengan

menghapus pelayanan yang

bersifat administrasi dan bukan

merupakan objek  Retribusi

yaitu tarif untuk;

1. Rujukan dari Puskesmas
(tabel 1 nomor urut 4), dan

2. Tarif Retribusi Pelayanan
Administrasi  Kesehatan
(tabel 3 nomor urut 1 dan
2).




‘No.‘

Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
2. Tgrif Retribusi Pelayanan Rawat Inap 2. Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap
| Akomodasi Jasa ' | Akomodasi Jasa
Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan
No Kelas Sarana Kesehatan Jumiah (Rp) ‘ No Kelas Sarana Kesehatan Jumiah (Rp)
(Rp) (Rp) L (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 [ 1 2 3 4 ' 5 ]
1 | Rawat Inap Puskesmas | - [ - 120.000 | | L1 | Rawat Inap Puskesmas | - - | 120.000 |
3—Tarit—Retribusi—Pelayanan—Administrasi—Kesehatan—adalah sebagai [ 3= Dihapus
I ot 11 ‘ Bah ‘ J
' Bahan Jasa . anan Jasa asa
No Jenis Pakai Siar:ﬁa Pelayanan ‘ Jumiah No Jenis Pakai Sarana | Pelayanan | Jumiah
Pemeriksaan Habis R Kesehatan |  (Rp) Pemeriksaan Habis (Rp) Kesehatan (Rp)
I (Ro) (Rp) (Ro) i (Ro) (Ro) |
1 2 3 4 5 6 (111 2 3 4 5 6
1 Keterangan 1 Dihapus
Sehat
2 | Keterangan 2 | Dihapus
L | Sakit | | -
8 | Wiayah Pemungutan Pasal 23 ] Telah sesuai dengan UU No. |
' Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan kesehatan 28 Tahun 20089,
diberikan.
RETRIBUS! PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIH -
1 Nama Pasal 24 } Telah sesuai dengan UU No.
' Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  dipungut 28 Tahun 2009.
retribusi pelayanan persampahan/kebersinan sebagai pembayaran atas
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan,
pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan
persampahan/kebersihan.
2 Objek Pasal 25 N Telah sesuai dengan UU No.
[ ' | | (1) Objek refribusi pelayanan persampahanikebersihan adalah pelayanan 28 Tahun 2009, N
N



Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
persampahan/kebersihan  yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah yang meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan  sampah dan sumbemya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangakutan sampah dan sumberya danfatau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir
sampah; dan

C. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial
dan tempat umum lainnya.

Subjek _ Pasal 26 Pasal 26 Legal drafing disesuaikan |
Sulbjek retr:(busl aialaslkokr)ang.hprlbadl atau badan yang mengurakan fasilitas Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasiltas ggggan UU No. 28 Tahun
pelayanan kebersihan/kebersihan. pelayanan kebersihan/kebersihan. ’

Cara Mengukur Tingkat Pasal 27 Pasal 27 Legal drafting disesuaikan

Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa retribusi persampahan/kebersinan diukur
berdasarkan lsas-bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.

Tingkat penggunaan jasa refribusi persampahan/kebersihan  diukur
berdasarkan volume sampah dan jangka waktu pelayanan.

dengan UU No. 28 Tahun
2008.

Prinsip Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan-padaujuan

o 1

Pasal 28
Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian
biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat,
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/
kebersihan.

Legal drafting disesuaikan
dengan UU No. 28 Tahun
2009.

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

Pasal 29
(1) Struktur tarif digolongkan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha
yang dilayani.
{2)  Stuktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

Telah sesuai dengan UU No. |
28 Tahun 2009.

]

[y
S



No.

Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
' NO | NAMA OBJEK RETRIBUSI TARIF
RETRIBUSI
1 2 3

Hotel/Losmen
Hotel Berbintang 250.000/Bulan
b. Hotel Melati 100.000/Bulan
¢. Losmen/Wisma 50.000/Bulan

2. Perkantoran
a. Kantor Pemerintah 50.000/Bulan
b. Kantor Swasta 30.000/Bulan

3. Bengkel/Doorsmer ]
a. Bengkel Mobil 50.000/Bulan
b. Bengkel Sepeda Motor 25.000/Bulan
c. Doorsmeer 20.000/Bulan
d. Assesories Mobil/Sepeda Motor 20.000/Bulan
. Showrocom Mobil 20.000/Bulan
f. Showroom Sepeda Motor 20.000/Bufan

4, Warung/Café/Restaurant
a. Warung/cafe 30.000/Bulan
b. Restauran 80.000/Bulan

5. | Kios/Toko/Ruko |
a. Kios Satu Jenis Usaha 15.000/Bulan
b. Kios Dua Jenis Usaha 20.000/Bulan
c. Kios Lebih dari Dua Usaha 25.000/Bulan
d. Toko Satu Jenis Usaha/Grosir 20.000/Bulan
e. Toko Dua Jenis Usaha/Grosir 25.000/Bulan
f. Toko Lebih dari Dua Jenis Usaha/Grosir 30.000/Bulan
g.Ruko Satu Jenis Usaha 20.000/Bulan
h.Ruko Dua Jenis Usaha 25,000/Bulan
i. Ruko Lebih dari Dua Jenis Usaha 30.000/Bulan

| j. Mini Market 100.000/Bulan
| k.Super Market 150.000/Bulan




No. |

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

6 | Perumahan Tempat Tinggal 10.000/Bulan
7. | SPBU 100.000/Bulan
8. Pedagang Sayur-Sayuran 2.000/Hari
9. Usaha Pangkas Rambut/Salon Kecantikan 50.000/Bulan
10. | Pedagang Ikan, Ayam, dan Temak Lainnya 50.000/Bulan
11. | Pedagang Kaki Lima 5.000/Hari
12. | Pedagang Buah-Buahan 5.000/Hari
13, Pedagang Musiman Bulan Ramadhan
a. Pedagang Makanan Bukaan Pinggir jalan 5.000/Hari/Kend.
b. Pedagang Kain_Pinggir Jalan 5.000/Hari/Kend.
14. | Pedagang Buah Musiman dengan Katagori
Khusus
a. Pedagang buah menggunakan kend. Roda |  5.000MHari |
213
B b. Pedagang buah menggunakan kend. Roda 10.000/Hari
4
15. | Pedagang Musiman Acara Perayaan
a. Pedagang Pada Saat Acara Pacuan Kuda 5.000/Hari
b. Pedagang Pada Saat Acara Perayaan/ ~ 5.000/Hari
Pesta/Hiburan dan lainnya
16. | Penempatan 1 (satu) Unit Kontainer di Dinas/
Kantor
- a Penempatan Kontainer Besar 350.000/Bulan
b. Penempatan Kontainer Mini 250.000/Bulan
17. | Rumah Sakit
a. Rumah Sakit Pemerintah 800.000/Bulan
b. Rumah Sakit Swasta 500.000/Bulan |
¢. Puskesmas 250.000/Bulan
| d. Praktek Dokter 100.000/Bulan
18. | Gedung Pemerintah
a. Gedung Olah Seni (GOS) 100.000/Hari
100.000/Hari




No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
b. Gedung Pendari
18. | Grosir/Eceran lkan 5.000/Hari
19. | Grosir Ayam 5.000/Hari
'20. | Limbah Industr 350.000/Bulan
21. _ Limbah Industri Kecil 150.000/Bulan
22. | Tempat Wisata/iRekreasi Pemerintah dan | 50.000/Bulan
Swasta
23, | Usaha Percetakan 100.000/Bulan
24. | Jenis Usaha Lainnya 15.000/Bulan
| 24, | Terminal paya ilang 15.000/BulaL
(3)  Tarif retribusi Badan/perorangan yang membuang sampah bukan oleh
petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 15.000,-/m3.
(4)  Tarif refribusi untuk pelayanan insidentil, pembuangan sampah
langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan
menggunakan truk sampah Dinas dikenakan tarif Rp. 30.000,-/m3,

8. Wilayah Pemungutan o .Pasal 30 N ) Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan 28 Tahun 2009.
persampahan/kebersihan diberikan.

RETRIBUSI PARKIR DITEP! JALAN UMUM
1 Nama Pasal 31 Pasal 31 Legal drafting disesuaikan
' Dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi | dengan UU No. 28 Tahun
sebag atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh 2009,
parkir. Pemerintah Daerah.
_é Objek Pasal 32 Pasal 32 Legal dr_aﬂing disesuaikan |
' Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan Umum adalah pelayanan Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan Umum adalah penyediaan dengan UU No. 28 Tahun
penyediaan-lempat parkirdi-epHalan-umum. pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah | 2009.
B Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3 Subjek Pasal 33 Pasal 33 Legal drafting disesuaikan

V5

7



No. | Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
Subjek Refribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dengan UU No. 28 Tahun
pelayanan/penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum. pelayanan/penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum. 2009.
5 Cara Mengukur Tingkat ) Pasal 34 ) Telah sesuai dengan UU No.
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat 28 Tahun 2009.
parkir ditepi jalan umum,
6. | Prinsip Penetapan Struktur dan o Pasal 35 o i Telah sesuai dengan UU No.
Besamya Tarif Retribusi (1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada 28 Tahun 2009.
tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa
pelayanan dalam rangka mempelancar lalu lintas jalan dengan tetap
memperhatikan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.
(2)  Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan
marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional,
pemeliharaan, administrasi dan biaya dalam rangka pengawasan dan
pengendalian
(3)  Penentuan fiik parkir ditepi jalan umum akan ditentukan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.
7 Stfukturdan Besamya Tar Pasal 36 o Telah sesuai dengan UU No. |

Retribusi

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir
ditepi jalan umum.,

(2)  Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1

ditetapkan sebagai berikut ;
a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya :
- sefiap kali parkir - Rp.2.000,-
- parkir berlangganan : Rp.100.000,-tahun
b.  Bus, Truk tangki dan alat besar lainnya :
- setiap kali parkir :Rp.5.000,-
- parkir berlangganan : Rp.100.000,-/tahun
c. Becak mesin/Roda 3 (tiga):

- perhari (dipangkalan) parkir *Rp. 2000,

28 Tahun 2009.

-



kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
- parkir berlangganan : Rp.50.000,-/bin
d. Sepeda motor/Roda 2 (dua):
- setiap kali parkir : Rp.1000,-
- parkir berlangganan : Rp.50.000,-/tahun
' 8 Wilayah Pemungutan Pasal 37 ) Telah sesuai dengan UU No. |
' Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan parkir 28 Tahun 2009.
| ditepi jalan umum diberikan.
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
1 Nama Pasal 38 Pasal 38 | Legal drafting disesuaikan |
' Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai | Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai | dengan UU No. 28 Tahun
pembayaran atas pelayanan pasar. pembayaran  atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh | 2009.
i Pemerintah Daerah. -
9 Objek Pasal 39 ) Telah sesuai dengan UU No.
' (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan 28 Tahun 2009.
fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang
dikelola Pemerintah Daerah dan Khusus untuk Pedagang;
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (n
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD dan pihak
swasta.
3 Subjek Pasal 40 ) Telah sesuai dengan UU No.
' Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan 28 Tahun 2009.
| pelayanan fasilitas pasar
5 Cara Mengukur Tingkat Pasal 41 - ) Telah sesuai dengan UU No. |
' Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, sifat bangunan 28 Tahun 2009.
dan jangka waktu yang digunakan serta pelayanan yang diberikan.
6. Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 42 ) Telah sesuai dengan UU No.
Besarnya Tarif Retribusi (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 28 Tahun 2009.
retribusi  dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan
penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan




bangunan dan jangka waktu yang digunakan.

bangunan dan jangka waktu yang digunakan.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

(2)  Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1978/1979 r

1978/1979

1. | KKios Pemda pasar inpres Rp.4.500.000/T ahun 1. | Kios Pemda pasar inpres lantai | : | Rp.4.500.000/Tahun
lantai satu satu
2. | Kios Pemda pasar inpres lantai | Rp. 3.000.000/Tahun 2. | Kios Pemda pasar inpres lantai Rp.3.000.000/Tahun
dua dua
3. | Kios Pemda pasar Paya llang Rp. 3.500.000/Tahun 3. | Kios Pemda pasar Paya llang Rp.3.500.000/Tahun
4, Lapak sayur pasar Paya llang Rp. 60.000/Bulan 4. | Lapak sayur pasar Paya llang Rp.60.000/Bulan
5. Lapak ikan pasar Paya llang Rp. 60.000/Bulan 5. Lapak ikan pasar Paya llang Rp,60,000/BuIa?
6. Lapak daging pasar Paya llang Rp. 60.000/Bulan 6. Lapak daéing pasar Paya llang Rp.60.000/Bulan
7. Kios pasar inpres tahun 7. Kios pasar inpres tahun
1982/1983 Bale Atu _ 1982/1983 Bale Atu
kios klas | Rp. 10.000.000/Tahun kios klas 1 Rp.10.000.000/Tahun
kios klas Il . | Rp. 7.500.000/Tahun [ kios Kias Il Rp.7.500.000/Tahun |
kios klas Ill : | 6.000.000/Tahun kios klas II! Rp6.000.000/Tahun
kios klas IV . 4.500.000/Tahun kios klas IV Rp4.500.000/Tahun
kios klas V 3.000.000/Tahun kios klas V RP3.000.000/Tahun |
| Kios Tambahan 1.500.000/Tahun | Kios Tambahan Rp1.500.000/Tahun |
8. Kios spar Musara Alun A,B.dan C Rp. 5.500.000/Tahun 8. Kios spar Musara Alun A,B,dan C Rp.5.500.000/Tahun
9. Kios spar terminat Rp. 6.000.000/Tahun 9. Kios spar terminal Rp.6.000.000/Tahun
10. | Kios Pasar Inpres Tahun ) 10. | Kios Pasar Inpres Tahun ]

|_No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
penyusutan, Biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan
pemeliharaan.
7 Struktur da-ln Besamya Tarif Pasal 43 Pasal 43 Tarif Retribusi diubah dengan
Retribusi (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat (1) Struktur farif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat | menyebutkan tarif pada nomor

uut 15 (Pasar pekan
kecamatan) secara nominal,
sehingga menjadi jelas.




Nama

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Uiang dipungut retribusi atas

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
lapak meja daging . | Rp.60.000/bulan lapak meja daging | Rp.60.000/bulan
lapak meja ikan Rp.60.000/bulan lapak meja ikan Rp.60.000/bulan
I lapak ayam Rp.60.000/bulan lapak ayam Rp.60.000/bulan
kios bawah tangga Rp.60.000/bulan | kios bawah tangga Rp.60.000/bulan |
lapak sayur atas Rp.600.000/tahun lapak sayur atas Rp.600.000/tahun
kios Rp.1.500.000/tahun kios Rp.1.500.000/tahun
11. | Kios komplek terminal lama . | Rp. 4.000.000/Tahun 11. | Kios komplek terminal lama Rp 4.000.000/Tahun
12. | Ruko 2 lantai Paya llang | 'Rp.30.000.000/Tahun 12, | Ruko 2 lantai Paya llang Rp.30.000.000/Tahun |
13. | Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mallllama) 13. | Kios pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama)
kios lantai bawah Rp.6.000.000/Tahun kios lantai bawah : | Rp.6.000.000/Tahun
kios lantai atas Rp.5.000.000/Tahun kios lantai atas : Rp.5.000.000/Tahun
kios bawah tangga Rp.5.000.000/Tahun kios bawah tangga Rp.5.000.000/Tahun
14. | Cafetaria Paya llang Rp.75.000.000/Tahun | 14. | Cafetaria Paya Ilang Rp.75.000.000/Tahun |
15. | Pasarpekan-kecamatan-besaran-rotribusi-berdasarkan 15. | Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi Rp.......... fhari
Hosspakatan phak olige-dengan pemerinich doerah || 16, | WC umum milik Pemerintah
16. | WC umum milik Pemerintah Daerah
Daerah buang air kecil Rp.2.000/Orang
B buang air kecil Rp.2.000/Orang buang air besar Rp.3.000/Orang
buang air besar : | Rp.3.000/Orang mandi Rp5.000/0ra?ﬂ
mandi | Rp5.000/Orang
8. | Wilayah Pemungutan o . Pasa.! 44 Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan 28 Tahun 2009.
pasar diselenggarakan.
| RETRIBUSI TERA/TERA ULANG
Pasal 45 Pasal 45 Sesuai dengan Permendag

No. 78/M-DAG/PER/11/2016 |

A,
A=
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atas setiap jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau-Kalibrasi UTTP serta

pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan
pengujian barang dalam keadaan terbungkusyang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

tentang Unit Metrologi Legal,
kegiatan metrologi legal di
Kab/Kota dan Provinsi DKI
Jakarta adalah teraftera ulang
dan  pengawasan.  Selain
melakukan tera/tera ulang dan
pengawasan, Provinsi DKI
Jakarta  juga  melakukan
kegiatan verifikasi standar/
kalibrasi. Kabupaten/Kota tidak
mempunyai kewenangan untuk
melakukan kalibrasi  (kewe-
nangan melakukan kalibrasi |
adalah kewenangan Pemerin-
tah Pusat dan Provinsi DKI
Jakarta).

Objek

Pasal 46
Objek Retribusi adalah pelayanan Tera, Tera Ulang danlatau—pengujian
yang meliputi:
a. pelayanan teraftera-ulang terhadap UTTP yang terdiri atas:
alat ukur panjang;
takaran;
alat ukur dari gelas;
anak timbangan;
timbangan;
afat ukur cairan dinamis;
alat ukur gas;
meter air dan meter cairan minuman yang lain;
alat ukur energi listrik (Meter kWh);
. tangki ukur;
. bejana ukur;
. meter kadar air;

O N WD~

- O
N - o

Pasal 46
Objek Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang meliputi:
a. pelayanan pengujian terhadap UTTP yang terdiri atas:
1. alat ukur panjang;
. takaran;
. alat ukur dari gelas;
. anak timbangan;
. timbangan;
alat ukur cairan dinamis;
. alat ukur gas;
. meter air dan meter cairan minuman yang lain;
9. alat ukur energi listrik (Meter KWh);
10.tangki ukur;
11.bejana ukur;
12.meter kadar air;
13.alat ukur tingg;

O NG LA WN

Legal drafting disesuaikan |

dengan UU No. 28 Tahun
2009.




No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
13. alat ukur tinggi; 14.alat ukur gaya dan tekanan;
14. alat ukur gaya dan tekanan; 15.perlengkapan UTTP:
15. perlengkapan UTTP; b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan
b. pengujian BDKT atas-LHR. perundang-undangan.
3. | Subjek Pasal 47 _ Pasal 47 Legal drafting disesuaikan
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa | dengan UU No. 28 Tahun
jasa pelayanan TerafTera Ulang YT serta-pengujian-BBKT-atau-UTTP. pelayanan Tera/Tera Ulang. 2009.
4. | Golongan Retribusi Pasal 49 ) Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa 28 Tahun 2009.
umum.
5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal 50 Pasal 50 1. Legal drafling disesuaikan
Penggunaan Jasa (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan teraftera ulang diukur | (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan teratera ulang diukur dengan UU No. 28 Tahun
j itan; istik—jenis; i berdasarkan frekuensi teraftera ulang. 2009,
peralatan-penguiian-yang-digunakan, (2) Ketentuan lebih fanjut mengenai tata cara penggunaan teraftera ulang | 2, Tingkat penggunaan jasa
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan teraftera ulang diatur dengan Peraturan Bupati. adalah jumlah penggunaan
diatur dengan Peraturan Bupati. jasa yang dijadikan alokasi
beban biaya yang dipikul
Pemda untuk
penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan, Apabila
tingkat penggunaan jasa
sulit divkur, maka dapat
ditaksir berdasarkan
formuta tertentu.
6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 51 Pasal 51 1. Legal drafting disesuaikan

Besamya Tarif Retribusi

penyediaan-jasa,—penentapan—ari-hanya—untuk—menutup—sebagian |

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Refribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.

dengan UU No. 28 Tahun
2009.

2. Prinsip dan  sasaran
penetapan besaran tarif
retribusi disesuaikan

dengan tujuan pengenaan
refrbusi atas pelayanan

13
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tersebut.

3. Pelayanan teraftera ulang
merupakan pelayanan
Pemda vyang bersifat
mandatory yang
seyogyanya dibiayai dari
penerimaan pajak. Pemda
dapat membebankan
sebagian biaya pelayanan
kepada Wajib Retribusi,
apabila kondisi keuangan
Pemda tidak mencukupi.

4. Wajib Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang adalah
pemilik  usaha/pedagang,
maka dalam menetapkan
besaran  tarif  cukup
memperhatikan biaya
penyediaan jasa.

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

(1)

Pasal 53

Untuk pekerjaan tera/tera ulang ditempatkan pakai atau tempat
berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(1) juga dikenakan biaya penggantian.

Dihapus

Pasal 52 dihapus karena
duplikasi pengaturannya
dengan Pasal 51 dan Pasal 63.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

14
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(2)  Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipufi
biaya perjalanan pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan
peralatan kemetrologian.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggantian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 63
(1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah
satuan dengan tarif per pelayanan.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

Pasal 63
Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah
satuan dengan tarif per pelayanan.
Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut: berikut;

A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG ] A. PELAYANAN TERA/TERA ULANG |
T | Tarif Per Pelayanan | | | ‘ | | TariPer Pelayanan |
No. Jenis Satuan | Tera | TeraUlang No. Jenis Satuan | Tera Tera Ulang

| {Rp) MRy | ] {Rp) (Rp)
1. ALAT UKUR PANJANG 1. ALAT UKUR PANJANG
' (Meter dengan (Meter dengan
peganan,meter kayu,meter peganan,meter kayu,meter
meja dari logam,tongkat meja dari logam,tongkat
duga,meter saku baja,ban duga,meter saku baja,ban
ukur,depth tape) ukur,depth tape)
a. kapasitas sampai dengan 1 buah 5.000 5000 a. | kapasitas sampai dengan 1 buah 5.000 5.000
m ] m
b. Lebih dari 1m sampai buah 15.000 15.000 b. | Lebih dari 1m sampai buah 15.000 15.000
dengan 10 m dengan 10 m
[c. Lebih dari 10m sampai buah 25.000 25.000 ¢. | Lebih dari 10m sampai buah | 25.000 25.000 |
dengan 50 m dengan 50 m
d. | Lebihdari 50m buah | 55.000 55.000 d. | Lebih dari 50m buah | 55000 55.000
2. | TAKARAN 2. | TAKARAN -
a. | Basah/Kering Basah/Kering N
b. kapasitas sampai dengan 2 | buah 5.000 5.000 B kapasitas sampai dengan 2 | buah 5.000 5.000

Struktur tarif dalam tabel diubah
dengan  menghapus tarif
“Pengujian UTTP  dalam
rangka izin tanda pabrik” yaitu
tarif pada huruf B nomor urut 2
dengan pertimbangan
penerbitan izin tanda pabrik
serfa Surat Keterangan Hasil
Pengujian dan SNI sebagai
persyaratan penerbitan izin
tanda  pabrik  merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat
(Direktorat Metrologi,
Kemendag), sesuai dengan
Permendag No. 53/M-
DAG/PER/7/2016 tentang Izin

Pembuatan  Alat-alat  Ukur,
Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya Produksi
Dalam Negeri.

X
b
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liter ' liter
e Lebih dari 2 liter sampai | buah 15.000 15.000 C. | Lebih dari 2 liter sampai | buah 15.000 15.000
degan 5 liter degan 5 liter
d. Lebih dari 5 liter buah 25.000 | 25.000 d. | Lebih dari 5 liter buah 25000 25.000
3. ALAT UKUR DARI GELAS ] 3. ALAT UKUR DARI GELAS |
a. Gelas ukur buah 15.000 15.000 a. | Gelasukur buah 15.000 15.000
b. pipet buah 20.000 20.000 b. | pipet buah 20.000 20.000 .
c. Buret buah 25.000 25.000 c. | Buret buah 25000 | 25.000 |
" [d | Labuukur buah | 30.000 30.000 d. | Labu ukur buah | 30.000 30.000
4. ANAK TIMBANGAN 4 ANAK TIMBANGAN
"~ |a | ketelifan biasa {kelas m2 a. ketelitian biasa (kelas m2
dan m3) dan m3)
1) kapasitas sampai dengan | buah 1.000 1.000 1) kapasitas sampai dengan | buah 1.000 1.000
1kg menjustir 1kg menjustir
1 2) 2kg dan5kg buah 2.000 | 2.000 2) | 2kgdan5kg buah 2.000 2.000
3) 10 kg dan 20 kg buah 15.000 15.000 3) 10 kg dan 20 kg buah 15.000 15.000
4) | Lebih dari 20 kg buah 15.000 15.000 '4) | Lebihdari 20 kg buah | 15.000 15.000
b. Ketelitian khusus (kelas f2 b. Ketelitian khusus (kelas f2 il
dan m1) dan m1)
1) kapasitas sampai degan | buah 1.000 1,000 1) kapasitas sampai degan | buah 1.000 1.000
1kg 1kg
2) Lebih dari 1kg sampai | buah 2.000 2.000 2) Lebih dari 1kg sampai | buah 2.000 2.000
degan 5kg degan 5 kg
3) Lebih dari 5 kg buah 15.000 15.000 3) Lebih dari 5 kg buah 15.000 15.000 |
¢ ketelitian khusus (kelas E2 C. ketelitian khusus (kelas E2
dan F1) dan F1)
B 1) kapasitas sampai degan | buah 25.000 25.000 1) kapasitas sampai degan | buah 25.000 25.000
1kg | kg
2) Lebih dari 1kg sampai | buah 30.000 30.000 2) Lebih dari 1kg sampai | buah 30.000 30.000 |
dengan 5 kg dengan 5 kg
" |3 | Lebindari5kg buah 35.000 35.000 3) | Lebihdari5kg buah 35.000 35.000
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|5, TIMBANGAN 5. TIMBANGAN
a. Timbangan Meja buah — a. Timbangan Meja buah
Kapasitas sampai dengan | buah 12.000 6.000 Kapasitas sampai dengan | buah 12.000 6.000
25 kg mejutsir 25 kg mejutsir
b. dacin logam b. dacin logam
1) Kapasitas sampai dengan | buah 9.000 9.000 1) Kapasitas sampai dengan | buah 9.000 9.000
25 kg menjutsir 25 kg menjutsir
2) Lebih dari 25 kg sampai | buah 30.000 30.000 2) Lebih dari 25 kg sampai | buah 30.000 30.000
dengan 110 kg dengan 110 kg
3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 30.000 30.000 3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 30.000 30.000
dengan 250 kg dengan 250 kg
C. Timbangan bobot ingsut/ | buah C. Timbangan bobot ingsut/ | buah
sentisimal sentisimal
1) kapasitas sampai dengan | buah 12.000 12.000 1) kapasitas sampai dengan | buah 12.000 12.000
] 25kg menjutsir 25kg menjutsir
2) Lebih dari 25 kg sampai | buah 20.000 20.000 2) Lebih dari 25 kg sampai | buah 20.000 20.000
dengan menjutsir dengan menjutsir _|
3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 30.000 30.000 3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 30.000 30.000
dengan 500 kg dengan 500 kg -
4) Lebih dari 250 kg sampai | buah 40.000 40.000 4) Lebih dari 250 kg sampai | buah 40.000 40.000
dengan 500 kg dengan 500 kg
5) Lebih dari 500 kg sampai | buah 50.000 50.000 5) Lebih dari 500 kg sampai | buah 50.000 50.000
dengan 750 kg dengan 750 kg
6) Lebih dari 750 kg sampai | buah 60.000 60.000 6) Lebih dari 750 kg sampai | buah 60.000 60.000
dengan 1000 kg dengan 1000 kg
7) Lebih dari 1000 kg sampai | buah 120.000 120.000 7) Lebih dari 1000 kg sampai | buah 120.000 120.000
dengan 3000 kg | dengan 3000 kg |
8) Lebih dari 3000 kg buah 400.000 400.000 8) Lebih dari 3000 kg buah 400.000 400.000
d. Timbangan cepat buah d. Timbangan cepat buah
1) kapasitas sampai degan 25 | buah 12.000 12.000 1) kapasitas sampai degan 25 | buah 12.000 12.000
kg kg
2) Lebih dari 25kg sampai | buah 20.000 20.000 2) Lebih dari 25kg sampai | buah 20.000 20.000
dengan 110 kg dengan 110 kg
3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 30.000 30.000 3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 30.000 30.000
degan 250 kg degan 250 kg
4) Lebih dari 250 sampai | buah 40.000 40.000 4) Lebih dari 250 sampai | buah 40.000 40.000
degan 500 kg degan 500 kg
| 5) Lebih dari 500 sampai | buah I 50.000 | 50.000 5) Lebih dari 500 sampai | buah 50.000 50.000
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| degan 750 kg degan 750 kg | |
6) Lebih dari 750 kg sampai | buah 60.000 60.000 6) Lebih dari 750 kg sampai | buah 60.000 60.000
degan 1000 kg ] degan 1000 kg
7) Lebih dari 1000kg sampai | buah 120.000 120.000 7 Lebih dari 1000kg sampai | buah 120.000 120.000
degan 3000 kg degan 3000 kg B |
8) | Lebih dari 3000kg buah | 450.000 450.000 8) Lebih dari 3000kg buah 450.000 450.000
e. | Timbangan Elektronik e. Timbangan Elektronik
1) kapasitas sampai degan 25 | buah 30.000 30.000 1) kapasitas sampai degan 25 | buah 30.000 | 30.000
kg i . -
2) Lebih dari 25kg sampai | buah 40.000 | 40.000 | 2) Lebih dari 25kg sampai | buah 40.000 40.000
| dengan 110 kg _ dengan 110 kg
3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 50.000 50.000 3) Lebih dari 110 kg sampai | buah 50.000 50.000
| degan250kg degan 250 kg
4) Lebih dari 250 sampai | buah 55.000 55.000 4) Lebih dari 250 sampai | buah 55.000 55.000
degan 500 kg degan 500 kg
5) Lebih dari 500 sampai | buah 60.000 60.000 5) Lebih dari 500 sampai | buah 60.000 60.000
| degan 750 kg degan 750 kg | |
6) Lebih dari 750 kg sampai | bush | 100.000 100.000 6) Lebih dari 750 kg sampai | buah 100.000 100.000
degan 1000 kg _ degan 1000 kg _ ]
7) Lebih dari 1000kg sampai | buah 300.000 300.000 7) Lebih dari 1000kg sampai | buah 300.000 300.000
degan 3000 kg | degan 3000 kg |
8) Lebih dari 3000kg buah | 500.000 500.000 8) Lebih dari 3000kg buah 500.000 500.000
f. Neraca menjutsir buah 50.000 50.000 f Neraca menjutsir buah | 50.000 50.000
6. ALAT UKUR CAIRAN 8. ALAT  UKUR CAIRAN
DINAMIS DINAMIS B
a. Meter Kerja a. Meter Kerja
| Untuk tiap unit UTTP Untuk tiap unit UTTP
berdasarkan kapasitas B berdasarkan kapasitas
1) 100 m2/ h pertama buah 60.000 60.000 1) 100 m2/ h pertama buah 60.000 60.000
2) Lebih dari 100 m? /h sampai | buah 10.000 10.000 2) Lebih dari 100 m3 /h sampai |  buah 10.000 10.000
dengan 500 m3/h, tiap m¥h ] _ dengan 500 m3/h, tiap m3h |
3) Lebih dari 500 m¥/h tiap m3. | buah 5.000 5.000 3) Lebih dari 500 m¥h tiap m3. | buah 5.000 5.000
Bagian-bagian dari liter Bagian-bagian dari liter
dibulatkan menjadi liter. dibulatkan menjadi liter.
b. Meter Induk b. Meter Induk

Untuk tiap unit UTTP
berdasarkan kapasitas
maksimal (dafam m2/h)

Untuk tiap unit UTTP
berdasarkan kapasitas
maksimal (dalam m2/h).
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1) 100 m? h pertama buah | 120.000 | 120.000 1) | 100 m h pertama buah 120.000 120.000
2) Lebih dari 100 m¥h sampai | buah 15.000 15.000 2) Lebih dari 100 m3h sampai | buah 15.000 15.000 |
dengan 500 m3/h, tiap m¥h dengan 500 m3/h, tiap m¥h
3) Lebih dari 500 m3h tiap m3. | buah 5.000 5.000 3) Lebih dari 500 m3h tiap m3. | buah 5.000 5.000
Bagian-bagian dari liter Bagian-bagian dari liter
dibulatkan menjadi liter. dibulatkan menjadi liter.
c. Meter Prover [ ¢. | Meter Prover
1) 2.000 liter pertama {tiap | buah 5.000 | 5.000 1) 2.000 liter pertama (tiap | buah 5.000 5.000
liter) liter)
2) Lebih dari 2000 liter | buah 3.000 3.000 2) Lebih dari 2.000 liter | buah 3.000 3.000
sampai dengan 10.000 liter sampai dengan 10.000 liter
(tiap liter) | (tiap liter) |
3) Lebih dari 10.000 liter (tiap | buah 4.000 4,000 3) Lebih dari 10.000 liter (tiap | buah 4,000 4.000
liter) bagian-bagian dari liter) bagian-bagian dari
liter dibulatkan menjadi liter Iiter dibulatkan menjadi liter
e Untuk tiap unit UTTP e Untuk tiap unit UTTP
meter prover dihitung meter prover dihitung
berdasarkan volume | berdasarkan volume
bolak balik antara dua bolak balik antara dua
detektor switc (dalam detektor switc (dalam
liter). liter).
e Untuk tiap unit UTTP e Untuk tiap unit UTTP
dalam  meter  prover dalam  meter  prover
dengan dua seksi atau dengan dua seksi atau
lebih  dihitung sama lebih  dihitung  sama
dengan 2 unit meter dengan 2 unit meter
prover yang terdiri dari prover yang terdiri dari
satu seksi yang satu seksi yang
volumenya sama dengan volumenya sama dengan
masing - masing seksi masing ~ masing seksi
meter  prover  yang meter  prover  yang
diperiksa. diperiksa.
d. Pompa Ukur d. Pompa Ukur
Untuk tiap selang pengisian buah | 300.000 300000 Untuk tiap selang pengisian buah 300.000I

300000 |

|
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7. ALAT UKUR GAS ‘ 7. | ALAT UKUR GAS |
a. a. Meter Kerja ! a. a. Meter Kerja

Berdasarkan kapasitas Berdasarkan kapasitas
maksimum dari tiap unit maksimum dari tiap unit ]
1) Kapasitas sampai dengan | buah 25.000 25.000 1) Kapasitas sampai dengan | buah 25.000 25.000
10 m3h 10 m¥h
2) Kapasitas lebih dari 10 m3h | buah 35.000 35.000 2) Kapasitas lebih dari 10 m%h |  buah 35.000 35.000
sampai dengan 100 m3h sampai dengan 100 m¥h
3) | Kapasitas lebih dari 100 | buah 40.000 40.000 3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 40.000 40.000
m¥h sampai dengan 500 m¥h sampai dengan 500
m¥h. ] m¥h
4) Kapasitas lebih dari 500 50.000 50.000 4) Kapasitas lebih dari 500 50.000 50.000
m3h m3h
b. Meter Induk b. Meter Induk
Berdasarkan kapasitas Berdasarkan kapasitas
maksimum dari tiap unit |_maksimum dari tiap unit
1) Kapasitas sampai dengan | buah | 30.000 30.000 1) Kapasitas sampai dengan | buah 30.000 30.000
10 m3h 10 m¥h
2) Kapasitas lebih dari 10 m¥%h | buah 45.000 45,000 2) Kapasitas lebih dari 10 m¥h | buah 45.000 45,000
sampai dengan 100 m3/h | ) sampai dengan 100 m¥h
3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 50.000 50.000 3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 50.000 50.000
m¥h sampai dengan 500 m3h sampai dengan 500
m¥h ] | m3h
4) Kapasitas 500 m3/h 60.000 | 60.000 | 4) Kapasitas 500 m3/h 60.000 60.000 |
C. Meter Gas Orifis | C. Meter Gas Orifis
Untuk tiap unit UTTP buah 100.000 100.000 | Untuk tiap unit UTTP buzah 100.000 100.000
8. METER AR DAN METER 8. METER AIR DAN METER
CAIRAN MINUMAN YANG CAIRAN MINUMAN YANG
LAIN N LAIN
a. Meter Air a. Meter Air
Untuk tiap unit UTTP : Untuk tiap unit UTTP :
1) Kapasitas sampai dengan | buah 5.000 5.000 1) Kapasitas sampai dengan | buah 5.000 5.000
10 méh | 10 m¥h
2) Kapasitas lebih dari 10 m¥h | buah 7.000 7.000 2) Kapasitas lebih dari 10 m¥%h | buah 7.000 | 7.000
sampai dengan 100 m¥h sampai dengan 100 m3h |
3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 70.000 70.000 3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 70.000 70.000
| m¥h N | méh | 1
b. | Meter Cairan minuman | | | b. | Meter Cairan minuman |
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| | yang lain [ yang lain '
| Untuk tiap unit UTTP : | Untuk tiap unit UTTP : !
[ 1) Kapasitas sampai dengan | buah 15.000 15.000 1) Kapasitas sampai dengan | buah 15.000 15.000
10 m3h . 10 m¥h ~ _
2) Kapasitas lebih dari 10 m3h | buah 30.000 30.000 2) Kapasitas lebih dari 10 m¥%h |  buah 30.000 | 30.000
sampai dengan 100 m¥h | sampai dengan 100 m3h
3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 70.000 70.000 3) Kapasitas lebih dari 100 | buah 70.000 70.000
m3h mith
9. ALAT UKUR ENERGI 9. ALAT UKUR ENERGI
LISTRIK (METER KWH) LISTRIK (METER KWH)
a Meter Kerja a. Meter Kerja B
Untuk tiap unit UTTP ; [ Untuk tiap unit UTTP :
1) 1 fasa buah 7.000 | 7.000 1) 1 fasa buah 7.000 7.000
2) 2fasa buah 15.000 15,000 2) 2fasa buah 15.000 15.000
b. Meter Induk b. Meter Induk
Untuk tiap unit UTTP : Untuk tiap unit UTTP : |
1) 1 fasa buah 10.000 10.000 1) 1 fasa buah 10.000 10.000
| 2) 3 fasa buah 30000 30.000 2) 3 fasa buah 30000 30.000
10. | TANGKI UKUR 10. | TANGKI UKUR
a. TANGK! UKUR TETAP N a. | TANGKIUKUR TETAP
1). Untuk tangki ukur tetap | buah 1.500.0 1.500.000 1. Untuk tangki ukur tetap | buah 1.500.0 1.500.000
.| silinder datar 00 ] silinder datar N 00
2). Untuk tangki ukur tetap | buah 3.000.0 3.000.000 2). Untuk tangki ukur tetap | buah 3.000.0 3.000.000
silinder tegak 00 | I silinder tegak 00 |
b. TANGKI UKUR GERAK b. | TANGKI UKUR GERAK
1). Untuk tilap kompartemen | buah 85.000 85.000 1). Untuk tiiap kompartemen | buah 85.000 85.000
tangki ukur mobil | tangki ukur mobil
2). Untuk tiap unit UTTP tangki | buah 500.000 500.000 2). Untuk tiap unit UTTP tangki | buah 500.000 500.000 |
ukur wagon ukur wagon
11. | BEJANA UKUR . 11. | BEJANA UKUR
a. Kapasitas sampai dengan | buah 100.000 100.000 a. Kapasitas sampai dengan = buah 100.000 100.000
50 liter 50 liter 1
b. Lebih dari 50 fiter sampai | buah | 200.000 200.000 b. Lebih dari 50 liter sampai | buah | 200.000 200.000
| dengan 200 liter | dengan 200 liter
C. Lebih dari 200 liter sampai | buah 300.000 300.000 c Lebih dari 200 liter sampai | buah 300.000 300.000
| dengan 500 liter | B dengan 500 liter N
d. | Lebih dari 500 liter sampai | buah | 500.000 500.000 d. Lebih dari 500 liter sampai |  buah 500.000 | 500.000
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Retribusi tera/tera ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
| | dengan 1.000 liter | | dengan 1.000 liter
le, Lebih dari 1.000 liter buah 700.000 700.000 e Lebih dari 1.000 liter buah 700.000 ~700.000
|12, | METERKADAR AR kegiatan | 140.000 140,000 | 12. | METER KADAR AIR | kegiatan | 140.000 140.000 |
13. | ALAT UKUR TINGGI 13. | ALAT UKUR TINGGI
a. Alat ukur tinggi sejenis | buah 30.000 30.000 a. Alat ukur tinggi sejenis | buah 30.000 30.000
dengan ukuran Panjang Il dengan ukuran Panjang i
b. Alat ukur tinggi dengan alat |  buah 50.000 50.000 b. Alat ukur tinggi dengan alat | buah 50.000 50.000
penunjukan secara mekanik penunjukan secara mekanik
C. Alat ukur tinggi dengan alat |  buah 120.000 120.000 c. Alat ukur tinggi dengan alat |  buah 120.000 120.000
penunjukan secara penunjukan secara
elekironik elektronik |
d. Yang berbentuk elektronik | buah 250.000 250.000 d. Yang berbentuk elektronik |  buah 250.000 250.000
dengan alat hitung dengan alat hitung |
14. | ALAT UKUR GAYA DAN 14. | ALAT UKUR GAYA DAN
TEKANAN TEKANAN
a. Manometer buah 80.000 80.000 | a Manometer buah 80.000 80.000
b. Tensimeter buah 40.000 40.000 b Tensimeter buah 40.000 40.000 |
15. | PERLENGKAPN UTTP 15. | PERLENGKAPN UTTP |
| a | Pemaras buah 4,000 4.000 | a. | Pemaras buah 4.000 4000
[ b. Pembatas arus listrik buah 4.000 4.000 b. Pembatas arus listrik buah 4.000 4,000
C. Temperature Recorder e Temperature Recorder T
1). | Kapasitas sampai dengan | buah 85.000 |. 85.000 1). Kapasitas sampai dengan | buah 85.000 | 85.000
| 50°C 500C
| 2). [ Lebih dari500C buah | 150.000 | 150.000 2). | Lebih dari 500C buah 150.000 150.000
B. PENGUJIAN BDKT atau UTTP | | B. PENGUJIAN BDKT atau UTTP |
No. JENIS SATUAN | TARIF PENGUJIAN (Rp) | No. JENIS SATUAN | TARIF PENGUJIAN (Rp)
1. Penguijian BDKT buah 10.000 10.0(& 1. Pengujian BDKT buah 10.000 10.000 |
2 | Pengujian—UTFRdalam |  buah 25060 25.000 | 2. | Dihapus ]
g |
8. Wilayah Pemungutan Pasal 54 i Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009,

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
1 Nama Pasal 65 i Telah sesuai dengan UU No.
Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi 28 Tahun 2009,
sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. | Objek ' Pasal 66 - ) Telah sesuai dengan UU No.
Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian 28 Tahun 2009.
kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai peraturan
perundang-undangan yang diselengarakan oleh pemerintah Daerah.
3 Subjek Pasal 67 ) Telah sesuai dengan UU No.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa 28 Tahun 2009.
pengujian kendaraan bermotor.
5 Cara Mengukur Tingkat _ Pasal 68 Pasal 68 - Legal drafting disesuaikan
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan | Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan | dengan UU No. 28 Tahun
jeniskendaraan-bermolordan-alat pengujian-yang-diberkan. bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian. | 2009.
6. | Prinsip Penetapan Struktur dan . Pasal 69 L . Pasal69 , 1. Legal drafting ~disesuaikan |
Besarnya Tarif Retribusi ¢ Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan-pada Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan dengan UU No. 28 Tahun
tujuan—untuk—menuiup—sebagian—atau—seluruh—biaya—pelayanan | Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. 2009.
peryediaaan—asa—pengujian—kendaraan—bermeto 2. Pengujian kendaraan bermo-
tor merupakan pelayanan
(2) Pemda yang bersifat
mandatory yang seyogyanya
dibiayai dari penerimaan
pajak. Namun demikian,

Pemda dapat membebankan
sebagian biaya pelayanan

kepada Wajib  Retribusi,
apabila kondisi keuangan
Pemda tidak mencukupi.

. Wajib  Retribusi  Pengujian
Kendaraan Bermotor adalah
pemiik  usaha  angkutan

oranglbarang, maka dalam
menetapkan besaran tarif |

/-



No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
cukup memperhatikan biaya
penyediaan jasa.

7. Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 70 Pasal 70 Struktur tarif Retribusi

Retribusi

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan

bermotor yang diberikan.

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan

bermotor yang diberikan.

(2)  Struktur dan besarnya farif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Struktur dan besarnya farif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut : ditetapkan sebagai berikut :
No. Nama Objek Retribusi Tarif Retribusi | Keterangan ‘ No. ‘ Nama Objek Retribusi Tarif Retribusi Keterangan
, (Rp.) - (Rp.) o
[ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Jasa Pengujian Awal a. Jasa Pengujian Awal - I
1. | Mobil Penumpang Umum, 77.000 | Perkendaraan 1. | Mobil Penumpang Umum, 77.000 | Perkendaraan
Kereta Gandengan dan Kereta Gandengan dan |
Kereta Tempelan JBB Kereta Tempelan JBB
1.000 Kg s/d 2.000 Kg 1.000 Kg s/d 2.000 Kg
2. | Mobil Bus 2.001 Kg s/d 84.000 | Perkendaraan 2. | Mobil Bus 2.001 | Kgs/d 84.000 | Perkendaraan
5.000 Kg 5.000 Kg
| Mobil Bus 5.001 Kg s/d 105.000 | Perkendaraan Mobil Bus 5.001 Kg s/d 105.000 | Perkendaraan
6.000 Kg ke atas 6.000 Kg ke atas
3. | Mobil barang dengan ||| 3. [ Mobil barang dengan
jumlah berat yang jumlah berat yang
diperbolehkan (JBB) diperbolehkan (JBB)
sebagai berikut : sebagai berikut :
- | 0Kgs/d 3.000Kg 84.000 | Perkendaraan - | 0 Kgs/d 3.000 Kg 84.000 | Perkendaraan
3.001 Kg s/d 5.000 Kg 91.000 | Perkendaraan - | 3.001 Kg s/d 5.000 Kg 91.000 | Perkendaraan
5.001 Kg s/d 6.000 Kg 105.000 | Perkendaraan | - | 5.001 Kg sfd 6.000 Kg 105.000 | Perkendaraan
- | 6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke 105.000 | Perkendaraan - | 6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke 105.000 | Perkendaraan
atas atas
b. Jasa Pengujian Berkala 1. Jasa Pengujian Berkala
1. | Mobil Penumpang Umum, 63.000 | Perkendaraan | 1. | Mobil Penumpang Umum, ~ 63.000 | Perkendaraan
kereta gandengan dan kereta gandengan dan

kereta tempelan JBB 1.000

kereta tempelan JBB 1.000

Pengujian Kendaraan Bermotor
diubah dengan:

1.Menghapus biaya
keterlambatan  pengurusan
pengujian berkala, karena
bukan merupakan Objek
Retribusi.

2.Menghapus tarif
“Penghapusan  (scraping)
yang dilakukan dengan
pengujian,  pemeriksaan
pada fisik kendaraan
bermotor untuk
menentukan nilai

penyusutan baik melalui
pemeriksaan secara teknis
maupun ekonomis
terhadap kendaraan
bermotor yang berstatus
umum  dan/atau  tidak
umum milik pemerintah/
non pemerintah® dengan
pertimbangan sesuai dengan
Permenhub No. 133 Tahun
2015 fentang  Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor, kegiatan penguijian
berkala kendaraan bermotor
terdiri atas:
a. Pemerksaan persyaratan
teknis;
b. Penguijian laik jalan; dan
¢. Pemberian tanda lulus uji.

/ 2
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No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

s/d 2.000 Kg | s/d 2.000 Kg , |
" 2. | Mobil Bus 2.001 Kg s/d 70.000 | Perkendaraan 2. | Mobil Bus 2.001 Kg s/d 70.000 | Perkendaraan
5.000 Kg 5.000 Kg
Mobil 5.001 Kg s/d 6.000 ke 105.000 | Perkendaraan Mobil 5.001 Kg s/d 6.000 ke 105.000 | Perkendaraan
atas atas
3. | Mobil barang dengan 3. | Mobil barang dengan
jumlah berat yang jumlah berat yang
diperbolehkan (JBB) diperbolehkan (JBB)
sebagai berikut : sebagai berikut ;
0 Kg s/d 3.000 Kg 70.000 | Perkendaraan 0 Kg s/d 3.000 Kg 70.000 | Perkendaraan
3.001 Kg s/d 5.000 Kg 84.000 | Perkendaraan | 3.001 Kg s/d 5.000 Kg 84.000 | Perkendaraan
5.001 Kg s/d 6.000 Kg o 91.000 | Perkendaraan 5.001 Kg s/d 6.000 Kg 91.000 | Perkendaraan
6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke 105.000 | Perkendaraan 6.001 Kg s/d 14.000 Kg ke 105.000 | Perkendaraan
atas atas
4| 4. | Dihapus -
H i Dihapus
& | Mobilperumpang urmum; 2:000.000 | Porkendaraan | || & | Dihapus
liersto-gandengan-dan
|
| kerete-lempelan
b Mobil-bus—mebil-barang 1000000 | Pefkendaraan b- Dihapus
danendamariduaus
& Kendaraan-bermotorroda-2 500-000 |  Perkendaraan & Dihapus
faua) _
& Kendaraan-bermotor{alat 760000 |  Perkendaraan & Dihapus
berat - .

3.Menghapus “Denda jasa
pengujian  berkala bagi
kendaraan bermotor yang
melakukan uji  berkala
melewati masa berlaku uji
yang lalu” karena bukan
merupakan Objek Retribusi.

4.Pemda dapat mengenakan
denda atas keterlambatan uji
berkala, namun  bukan
termasuk dalam penerimaan
retribusi. Pengaturan denda
dapat diatur pada Perda
yang mengatur ketentuan
teknis mengenai uji berkala.
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Besamya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyedotan dan pengangkutan | untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyedotan dan pengangkutan

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
(3)  Masa berlaku pengujian kendaraan adalah selama 6 (enam) bulan, | (3) Masa beriaku pengujian kendaraan adalah selama 6 (enam) bulan,
terhitung sejak tanggal pengujian dilakukan/ditetapkan. terhitung sejak tanggal pengujian dilakukan/ditetapkan. [
Hegda . o :“:..' peHaa =.= SRR —RerAo ahg (4) Panda . ct ="¢..' Pehaid =.= ShGdfadi BEHAGHO aeia
| , . . ot " N . .
8. | Wilayah Pemungutan o . Pasa! 7.1 ) - Telah sesuai dengan UU No.
| Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Pengujian 28 Tahun 2009.
‘ Kendaraan bermotor diselenggarakan.
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS -
1_ ' Nama Pasal 72 Pasal 72 Legal drafting disesuaikan
' Dengan nama retribusi penyediaan/penyedetan kakus dipungut retribusi | Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut | dengan UU No. 28 Tahun
sebaga—aembayaren atas  pelayanan penyediaan fasilitas | retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. 2009.
Penyediaan/penyedotan kakus.
- 2 ' Objek Pasal 73 - Telah sesuai dengan UU No.
) (1)  Objek refribusi penyediaan/penyedotan kakus adalah pelayanan 28 Tahun 2009.
penyediaan danfatau penyedotan kakus yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;
(2)  Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak
swasta.
3 Subjek Pasal 74 Pasal 74 Legal drafting disesuaikan
' Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan-fasilitas | Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh | dengan UU No. 28 Tahun
penyediaan/penyedotan kakus. pelayanan penyediaan/penyedotan kakus. 2009.
5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal 75 ‘ ' Pgsal 75 ‘ Legal drafting disesuaikan
Penggunaan Jasa | Tingkat-penggun UF—kara Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur | dengan UU No. 28 Tahun
berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah. 2009.
6. Prinsip Penetapan Strukiur dan Pasal 76 Pasal 76 Legal drafting disesuaikan

dengan UU No. 28 Tahun

2009. N

Z 2%
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Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat fasilitas
penyediaandan/atau penyedotan kakus diberikan.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
ke lokasi pengolahan limbah tinja. ke lokasi pengolahan limbah finja dengan mempertimbangkan
kemampuan masyarakat.
7. | Struktur dan Besarnya Tarif o Pasal 77 . . - Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi (1)  Struktur tarif digolongkan berdasarkan setiap kali pelayanan dan 28 Tahun 2009.
jarak tempuh pengangkutan Limbah.
(2)  Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :
a. Lokasi 0-10 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja
Rp.100.000/tangki vacum truck.
b. Lokasi 11-20 Km dari instalasi pengolahan fimbah finja
Rp.250.000/tangki vacum truck.
C. Lokasi 21-30 Km dari instalasi pengolahan limbah finja
Rp.400.000/tangki vacum truck.
d. Lokasi 31-50 Km dari instalasi pengolahan limbah tinja
Rp.600.000/tangki vacum truck.
e. Lokasi 51 Km lebih dari instalasi pengolahan limbah tinja
Rp.800.000/tangki vacum truck.
8. Wilayah Pemungutan Pasal 78 - Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.

| RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1 Nama Pasal 79 -
Dengan nama refribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
2. | Objek . o ~ Pasal 80 o . .__ ~ Pasalgg -
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan dagrah meliputi : {1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah meliputi :
a. Tanah. a. Tanah.
b.  Danau Lut Tawar/sungai. b. Danau Lut Tawar/sungai.
¢.  Bangunan. c. Bangunan.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009, namun ada
sedikit kesalahan tulis pada
ayat (2) vyaitu frasa “dan”
diganti dengan “dari”, ‘
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daerah.
(2)  Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut :

daerah.
{2)  Strukiur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
d. Jalan. d. Jalan.
e. Laboratorium. e. Laboratorium.
f. Ruangan. f. Ruangan.
g. Kendaraan Bermotor. g. Kendaraan Bermotor.
h.  Alat Mesin Pertanian (Alsintan) h. Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
i.  Pabrik Gula Merah. i. Pabrik Gula Merah.
j- Incenerator. j. Incenerator.
(2)  Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Dikecualikan dari objek refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penggunaan tanah yang fidak mengubah fungsi dar tanah. adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

3. Subjek Pasal 81 Pasal 81 Telah sesuai dengan UU No.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau/atau badan yang menrguRakar | Subjek retribusi adalah orang pribadi atau/atau badan yang menggunakan | 28 Tahun 2009, namun ada
kekayaan daerah. kekayaan daerah. sedikit kesalahan fulis pada

ayat (2) vaitu frasa

“mengunakan” diganti dengan

“menggunakan”. )

5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal 82 - Pasal 82 Legal drafting disesuaikan |

Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis—penggunaan—kekayaan | Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan | dengan UU No. 28 Tahun

| daerah- frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. 2009.

6. Prinsip Penetapan Struktur:ian Pasal 83 Pasal 83 1. Legal drafting disesuaikan

Besamnya Tarif Retribusi Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan | Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan dengan UU No. 28 Tahun
rluk-menutup-sebagian-atau-seluruh-biaya penggunas 2 r-dacrab Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 2009.

2. Penetapan tarif  harus
memperhatikan harga
pasar, komponen biaya per
jenis layanan, dan
ketersediaan  pelayanan
sejenis oleh pihak
swasta/masyarakat

7. | Strukiur dan Besarnya Tarif Pasal 84 Pasal 84 Struktur dan farif retribusi

Retribusi (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan | (1)  Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan | diubah dengan:

1. Menghapus tarif pada huruf
B (pengujian mutu
pekerjaan lapangan), huruf |
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No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan T

A.  Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat : A. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :
. Sewa . ' | Sewa
No P:rz?a:?an Kapasitas | PerharilJam Ket No PeJr:?aI?an Kapasitas | Perhari/Jam Ket
Km (Rp) Km (Rp)
1 2 3 4 5 L1 2 3 4 5
1. | Buldozer 150 HP | 250.000/Jam | *.Biaya 1. | Buldozer 150 HP | 250.000/Jam | *.Biaya
2. | Motor Grader 125 HP | 250.000/am | kawal dan || | 5 | Motor Grader 125 HP | 250.000/Jam | kawal dan
3. | Whell Loader >2me | 200.000kam | UPAN SOPIT g \wkei ader >2me | 2000004Jam | UPaN SOPIr
. X dibebanka \ . dibebanka
4. | Excavator 0.9-1m? | 250.000am | kepada 4, | Excavator 0.9-1m? | 250.000am | kepada
5. Vlbratlng Tandem 8-10Ton 200000/Jam penyewa. 5. Vlbratlng Tandem 8-10Ton 200000/jam penyewa.
Roller Roller
g. | Vibrating Tire Roller 8-10Ton | 200.000/Jam 6. | Vibrating Tire Roller 8-10Ton | 200.000/Jam
7. | Mesin Gilas MG 2,5 2.5 Ton 65.000/am 7. | Mesin Gilas MG 2,5 2.5 Ton 65.000/jam
T T
Asphalt sprayer 200500 Ltr | 125.000/am Asphaltsprayer 200-500Ltr | 125.000/Jam
| Air Compresor >125CFM | 100.000am , | Air Compresor >125CFM | 100.0004Jam
10, | Dump Truck 25m | 300.000Mhar f0. | Dump Truck 25mt | 300.000hari
11, | Water tank Truck 3.000Lyr | 350.000hari 14, | Water tank Truck 3000Ltr | 350.000/hari
- “)
1o, | Trado" 2530 Ton | 50.000/Km 1o, | Trado 2530 Ton | 50.000/Km
S L l | ==
B——Pengufian-mutu-pekeriaanlapangan B. Dihapus
' . Tanif Bl o Tarif | ]
Ne- ‘ Nama—@bfek Retribusi Saluan Keterangan No. ‘ Nama.Objgk Retribusi Satuan Keterangan
Retribusi Retribusi
{Re) ‘ (Rp)
L% 2 3 4 3 [ 1 2 3 4 | 5
+ BCR £0:000 Tidile |
& | SandCone 50.000 Titik | |

C  (Pengujan  Sample
Laboratorium), huruf D
(Pemakaian Laboratorium
Lingkungan) dengan
pertimbangan:;
- Pada dasarnya
laboratorium  disediakan
untuk melaksanakan
tugas dan fungsi Pemda
untuk memastikan/
menguji suatu
benda/keadaan/pekerjaan
telah  sesuai  dengan
ambang batas/
persyaratan tertentu.
Sehingga kegiatan
pengujian di laboratorium
tidak termasuk  objek
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
- Sesuai dengan
Penjelasan Pasal 128 UU
No. 28 Tahun 2009,
laboratorium dapat
menjadi objek Retribusi
Pemakaian  Kekayaan
Daerah  dalam  hal
bangunan beserta
peralatan  laboratorium
milik Pemda tersebut
disewakan kepada pihak
ketiga.

2. Menghapus farif retribusi
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| No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan J

4 | CoreDit 50-000 Titik
5. | Seundir 665-000 Titik
6. | HammerTest 45600 Titik
(7| FrakMixAmpiap 600.000 Sample |
G—Pengujian-Sample-Laboratorium C. Dihapus
Ne- m Re;t::;#_)ﬁ Satuan No. Nggfriboutg?k R;;?itr)lzsi Satuan Keterangan
| - (Rp.)
4 2 3 4 1 | 2 3 4 5
4+ | MixDesiga Urpit 346:000 Laporan
4 | MixDesignkiasA | 585.000 Laporan
5 Mix—Design—Klas 775.000 Lageran
6 | MixDesignBeion 416.000 Laperan
7 | MarshalTest 180.900 Sample
8. | ExtractionTest 466.000 Sample
9 | AbrationTest 495.000 Sample
10. | BeratJenisTanah 20.006 Sample
44 | BeratJonis Pasif 20-000 Sample
| #4 | Beratderis FA 26-000 Sample R

. Menghapus Sewa Tanah

. Menghapus tarif retribusi

pada huruf F (Pemakaian
Jalan Umum Non Perpar-
kiran) dam | (Pemotongan
Badan Jalan), karena
bukan merupakan objek
retribusi  (fasilitas  umum
tidak dapat disewakan).

Pemda untuk Pasar Inpres
(huruf J angka 1), karena

retribusi ini bukan
merupakan Retribusi
Pemakaian Kekayaan
Daerah, tetapi merupakan
Retribusi Pelayanan
Pasar.

pada huruf K (Penempatan
Tiang Listrik/Telepon),
karena bukan merupakan
objek Retribusi. Pemakaian
kekayaan Daerah yang
tidak mengubah fungsi
tanah, tidak dapat dikena-
kan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
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Materi Raperda

Keterangan

| No.

Rumusan Raperda Rekomendasi
15 MuatTekon-Boian 45000 Sample
18. | Siwe-Analysis 15600 Sample (I
49 | Slum-Fest 4E:000 Sample
20: | Kadarbumpur p e Sarple
2+ | SandEquivalent 15.008 Sample B
23 CormpactionTest 4000 Sample
‘24 | Proctor Test 15600 Sarmple |
B—Pemalwian-kabersiedum Haghungan D. Dihapus
Pengujian-Parameter ] | i |
Ne- . . o etbust | No. T(ir;ig ::;g;i:;;r Tarif Refribusi Ket
lualitesHinglungan

+ 2 3 1 2 3 4
N TN YA
1+ BaulOrzarslepth 40000
2 AreniplcblEa- ‘

PhiblessiertAzar-Fenat
3 elsiva-ita) .

Hemelsheamalil
* . 28.000

emplelsaratil
5 FeraHEpeldrafatamatal 20000
6: Sitika-{Si) 22000
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No.

Materi Raperda

Keterangan

Rumusan Raperda Rekomendasi
Spekirofolometrik
%= kermaldehid ‘ 45.000
8 | Merkuri{HgHAAS 75000
9 Minyal-dan-Lemak 420-000
Sravimetsi
(F8S)/Gravimetrk
H- | KesadahanKaisium 25000
~aCO3YK y
42 | Kesadahan-Magnesium 35060
{CaC0O3)-Kompleksometrik
13- | KerinBebas 25000
{612)/Spekirofotometetrik
14. | -OksigenTerart{DO) 18.600
Puinghder
15. | ZotpadatTelahISH 36-000
Gravimetri
16 | Kromium-(CRAAS 50-000
17 | Selenium-{Se}AAS 480-000
18. | EmastAulAAS 86-000
2+ | Natrium-{Na}AAS 400,000
22. | Kalium{K}HAAS 400969
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No.

Materi Raperda

Keterangan

Rumusan Raperda Rekomendasi
(TDSYGravimetrik
24 | KromHeksavalen{Grb+y 70.000
N '
25. | Rasa/Organoleptik 12.000
= S . ==
Konduktometrk |
28. | Kekeruhan/Nefelometrik 23.000 |
29. | KesadananTetaHCaGO3)/ 35.000
templeksamatil
Oksigen-Terlarut 20000 [
{DOYElektrometrik
3% | -Salinitas/Konduklometrik 27.000
3%  Temperalur 000
{Suhu)Termometrik
33. | Werna/Spekirofotometik 15.000
34 | Warna/Organoloptik 42,000
35 | ZatPadatTerart{TDS) 20.000
'36. | Polensiometrik
37 | AlminumAAAS 56-000 [
38. | Barum{Ba}/AAS 50000
39 | -Arsenik{AsHAAS 73.000
46. | Kadmivm(Cal/AAS 50.000 |I




No.

Materi Raperda

Keterangan

Rumusan Raperda Rekomendasi
4% | BesHFeHAAS 50.000
42, Fombaga{CuHAAS 50.000
A DPhepelfSaclirefetomatil 120:000
45, Seng{ZaHAAS 50006
46 | FimbaHPBHAAS £6:000
47. | Perak{AgHAAS 50.000 o
48, llehali{CelAAE 50.000
49. | -Mangan-{MalHAAS 50-:500
50: | Boron{BIAAS £6:000
54 | Hourida—{FY 436:008
Spekirofotometrik
Spekirofotometrik
54, | NitraH{NO3-N) 30.000
Spekirefotometrik
55. | JotalFosfor 48:000
{P}Spekirofotometrik
56  -Signida{EN-} 46:009
[Eaclkdrefaiomatil
5% | -Sulfat{S04) 20:000
Epekirolalornalrls
58 | Sulfida{S24 80.000
Eaeldreisiomatil
B0} Wi Titrimotr
68 | ChemicalOxygenDemand 494000
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Keterangan |

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi
(CLb S aaldrafelomatil
8+ Delergen £0.000
MBASHSpekirefotometrik
VINOA it
66 | Fimah{SAMAAS 85086
67 | TolatNitrogen () 63.000
Tirimeteik ]
Spekirofolometrik
B Uip Biolo
+ Benthos/Mizreseanie 86.000
3 | EColyMPN 125.000
4 Colifapafiiizet 02082
N Ui _
4 Hidrogen-Sulfida #5000
2 | TimahHitam(PBHAAS 250:000
3 TotaHPartikel Deby 200000
(TPSHGravimetrik
4 Femperaturdan 224000
5 RyLEacar Disde 200000
& PM-40-Aaser Diode 200.000




No.

Materi Raperda

Keterangan 1

Rumusan Raperda Rekomendasi
HG-/Eleldro-Chemical FEE00
Aroniak{NH3} 78000
Ispekirefotometrik
icarbensralksidaCOY FEE00
Spekirafolomatdk
(NODChemilumines/Cratz-

Seolziman
VigleH=lueraseanes
TotalRartilkel-Daby 200000
kenyamanan-dan
Kesehatan{Gataran)
A
Sumbe=—Tidals
bongage
| (CO2)fElekire-Chemical
Carben-Menghksida 45600
{=laldra Chorieal
Sgg}rE'E‘iﬂFB Ghem'"ai
Nitrogen 15.000
i
| Egle es'ela(l VOZ)Elektro
i 44'5‘9@9.
E“d sg_e c S .da tH2s)
Gas Methar{CH4}Elekire 445.000 =
Chemieal




Materi Raperda

Keterangan

Rumusan Raperda Rekomendasi
8 | Opasitas {kepekaan 125-008
Asapiifling
9 | Effisiensi-/Elekiro-Chemical 115.000
45 | StasklessElekiro-Chemical 115.000
- TemperaturSas He000
MetodeThermometriki
Elekiro-Chermical
13 | TotatPartikel 366-000
Debu{TSP)Cravimelsi
14 | Oksiger{O2)Elekiro 145.000
Chermical
45 | Hidrogen Carben 145.006
16 | VolatirOrganic Conthen 500.000
AOCHEekire Chemizal
| HidroCarben{HC) 200600
2 | CarbonMencksida-{CO) 260.000
3 | Carbon Dioksida {002) 260.000
4| Lamida 200,000
5 | Opasitas 250.000
6 Pengukuran——Parameter
Lapshes
'F | pHTanah/Spotiest 50.000
I 210,000
Hrrekuensi Melocily )
8 | Iniensitas Cahaya 70.000
TR —
SungaiCurrent Flow 86-000




Materi Raperda

Keterangan

Rumusan Raperda Rekomendasi
4+ | Bahan
12 | Aguadest 15600 Por-Liter o
|13 | Aquabidest 75000 Perbiter |
# | PENGAMBHAN-GONTOH-PARAMETER KUALITAS i
LINGKUNGAN
4 Air-dan-Himbah-Cair 250.000 PepSamsliag
 pp— " ! I . gsg.ggg — F S .
E e E I. I i —
Bergarak
| a—Skala-Kesil 250.000 Por Sampling
) e—Skala-Sedang 500.000 Per Sampling
4 Ydara—FEmisi—Sumber 50-000 Peliendaraan
Bergerak
5 ebisiagna 250000 PexSampling
6 Getaran 250000 RarSarmsling
7 Sedimen/Padatan 260000 PerSampling |
E.  Alat mesin pertanian (alsintan) dan perkebunan E. Alatmesin pertanian (alsintan) dan perkebunan
Jenis Besaran Tarif Jenis Besaran Tarif
No. Peralatan Satuan (Rp) I _NO' Peralatan Satuan (Rp)
1 2 3 4 1 2 3 4 |
1. | Traktor 4 WD /Rante 65.000 1 Traktor 4 WD /Rante 65.000
2. | Hand Tractor (25x25m)/Tahun 2.500.000 2. | Hand Tractor (25x25m)/Tahun 2.500.000
3. | Power Tresher [Tahun 1.250.000 3. | Power Tresher [Tahun 1.250.000
4. | Rice Milling Unit (RMU) Mini [Tahun 1.750.000 4 Rice Milling Unit (RMU) Mini [Tahun 1.750.000




No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

F——PeralziondaantruntloaPemaldrer
& Pomelaiordalanuainle:
& | keperluankemersial Rp-200-000-1nar
B keperluen-pesie PpE0-000har
& | keperluan-sosial Pp00-000-thar
bahar-behan—elatunlul—pelalsancan—Pembangunar—dan
& | diatasjalan-aspal-hotmix Fed 0000 L had

G.  Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

Gedung Bale Pendari:

Resepsi peﬁahan/khitanan Rp. 2.000.000/acara
Konser komersial | Rp. 1.500.000/hari
Sosial Rp. 300.000Mhari |
Komersial Rp. 700.000/hari

Gedung Olah Seni (Gos} Takengon:

Resepsi pernikahan/khitanan

Rp. 4.000.000/acara

— -
N e T p ka0 o Naloloio =

Konser komersial Rp. 1.500.000/hari
Sosial Rp. 300.000/hari
Komersial Rp. 800.000/hari

i ”G_edung Gentala Takengon Rp. 500.000/hari
Cafe Gentala Takengon Rp. 5.000.000/Tahun |
Mess Medan :
kamar Rp.100.000/hari
transit (dibawah 5 jam) Rp.50.000/kamarfhari
Sewa Cold Storage Rp.35.000.000/tahun
Auta Kantor Perangkat Daerah Rp.250.000/hari

F. Dihapus

G. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

1. | Gedung Bale Pendari:
'a. | Resepsi pemikahan/khitanan Rp. 2.000.000/acara
b Konser komersial Rp. 1.500.000/hari
c Sosial Rp. 300.000/hari
d Komersial Rp. 700.000/hari
2. | Gedung Olah Seni (Gos) Takengon:
a Resepsi pemikahgn/khitanan Rp. 4.000.000/acara
b Konser komersial i Rﬁ .500.000/hari
c. | Sosial Rp. 300.000/hari
d. | Komersial Rp. 800.000/hari )
3 Gedung Gentala Takengon Rp. 500.000/hari .
4. | Cafe Gentala Takengon Rp. 5.000.000/Tahun
5 Mess Medan :
a. | kamar Rp.100.000/hari
b. | transit (dibawah 5 jam) Rp.50.000/kamar/hari
|6. | SewaColdStorage = | Rp.35.000.000/tahun
7 | Aula Kantor Perangkat Daerah Rp.250.000/hari




No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Keterangan

H.

J.

Lapangan

Lapangan_Musara Alun :

Rp.1.000.000hari |

a. | secara keseluruhan
b. | khusus lapangan sepak Rp.400.000/hari
bola/turnamen

‘c. | kegiatan olah raga lainnya Rp.300.000/hari

' d. | kegiatan konser Rp. 5.000.000/hari
e. | pedagang lepas Rp. 50.000/hari
f. kegiatan-kegiatan lainnya Rp.250.000/hari
2. | Lapangan Hasan Gayo
a. | Secara keseluruhan Rp. 6.500.000/hari
b. | Khusus Lapak Rp. 35.000/m%even
c. | Olahraga lainnya Rp. 300.000/hari
d. | Konser musik - Rp. 5.000.000/hari

Sewa Tanah Pemda.

Rekomendasi
H. Lapangan
1. | Lapangan Musara Alun -
a. | secarakeseluruhan Rp.1.000.000/hari
b. | khusus lapangan sepak Rp.400.000/hari
bola/turnamen
| ¢. | kegiatan olah raga lainnya Rp.300.000/hari
'd. | kegiatan konser Rp. 5.000.000hari
e. | pedagang lepas Rp. 50.000/hari
f. kegiatan-kegiatan lainnya Rp.250.000/hari
2. | Lapangan Hasan Gayo
a. | Secara keseluruhan Rp. 6.500.000/hari
b. | Khusus Lapak Rp. 35.000/m%/even
c. | Olahraga lainnya Rp. 300.000/hari
'd. | Konser musik Rp. 5.000.000/hari |
l.  Dihapus

J.  Sewa Tanah Pemda.

4+ | Pasarinpres: 1. | Dihapus

& | kiespapan Feat000 3 bulan &

be  lKespapan{iejeianlama) Fet000 e bulen b -

2. | Musara Alun Rp.7.000/ m#bulan '__2. | Musara Alun : - Rp.7.000/ m2/bulan_
a. | lorong B/C Rp.7.000/ m3/bulan |a. | lorong BIC Rp.7.000/ m?bulan




| No. Materi Raperda Rumusan Raperda : Rekomendasi Keterangan

b | kios 7. | Rp.7.000/ m2/bulan b. | kios7.i - Rp.7.000/ m¥bulan |
| C. | kios (17x7 M) | Rp.7.000/ m?/bulan c. | kios (17x7 M) B Rp.7.000/ m?bulan
3. | Toko Jalan Malim Dewa Rp.7.000/ mbulan 3. | Toko Jalan Malim Dewa Rp.7.000/ m2/bulan
"4, | Toko Putri ljo - Rp.7.000/ m2bulan 4. | Toko Putri ljo Rp.7.000/ m%bulan |
5. | Toko Jalan Sudirman Rp.7.000/ m?bulan 5. | Toko Jalan Sudirman Rp.7.000/ m¥bulan
6. | Tanah tempat pemasangan tiang Rp.8.000/ m%/bulan [ 6. | Tanah tempat pemasangan tiang Rp.8.000/ m%bulan
reklame - [ | reklame
; T istrikT K. Dihapus
a. l.a Ig HSI t .& Ilp.é‘gg%a. } " g‘)t‘a‘h‘uﬂ
L. Pemakaian Kendaraan Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh L Zem?ksuan Ksnda'r.;aq Bu.s Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Tengah ditentukan sebagai berikut : ltentukan sebagai berikut
1. Sewa bus dalam kabupaten sehari sebesar Rp400.000,- 1. Sewa bus dalam kabupaten sehari sebesar Rp400.000,-
2. Sewa bus diluar kabupaten dalam provinsi sebesar Rp. 500.000.- 2 Sewha bl:js d||uar. k:bu:)aten dla;a? prow.nm S(:besar Rp. 500.000-
perhari (dengan jadwal normal 3 hari sopir gratis) perhari (dengan jadwal normal 3 hari sopir gratis)

3. Sewa bus diluar provinsi dalam sumatera sebesar Rp. 600.000.-

3. Sewa bus diluar provinsi dalam sumatera sebesar Rp. 600.000.- . ) )
perhari dengan jadwal 3 hari

perhari dengan jadwal 3 hari |

4. Sewa bus diluar pulau sumatera sebesar Rp. 800.000.- perhari

4. Sewa bus diluar pulau sumatera sebesar Rp. 800.000.- perhari . T .
dengan jadwal 3 hari sopir gratis

dengan jadwal 3 hari sopir gratis |
5. Apabila sewa bus lebih dari 3 hari maka biaya sopir ditanggung
penyewa

M. Pemakaian KM Lut Tawar

5. Apabila sewa bus lebih dari 3 hari maka biaya sopir ditanggung
penyewa

M. Pemakaian KM Lut Tawar
a. Dewasa  Rp.5.000/orang/trip

b. Anak-anak  Rp3.000/orang/trip

a. Dewasa  Rp.5.000/orang/trip
b. Anak-anak  Rp3.000/orangftrip

N.  Incenerator Rp100.000/pemusnahan N. Incenerator Rp100.000/pemusnahan




Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif refribusi didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penggunaan tempat pelelangan. |

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan
didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
8. | Wilayah Pemungutan Pasal 85 - Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pemakaian 28 Tahun 2009
kekayaan daerah diselenggarakan.
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN -
_1' Nama B ' Pasal 86 Pasal 86 Legal draftng disesuaikan
Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi  sebagai | Dengan nama  Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas | dengan UU No. 28 Tahun
pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan. penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh | 2009.
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan di tempat pelelangan.
9 Objek Pasal 87 Pasal 87 Pasal 87 ayat (2) diubah
(1)  Objek Refribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat | (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat | dengan menghapus ‘“tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah | yang dikontrak oleh pihak lain”
untuk melakukan pelelangan temak, hasil bumi dan hasil hutan untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk | karena Retribusi  dikenakan
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di jasa pelelangan serta fesilitas lainnya yang disediakan di tempat | atas layanan yang diberikan
tempat pelelangan. pelelangan. oleh Pemda. Apabila layanan
(2)  Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah | tersebut diberkan oleh pihak
adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dar-pikak-ain tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai | lain, maka bukan merupakan
untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. tempat pelefangan. objek retribusi.
(3)  Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
dikeloia oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
3, Subjek Pasal 88 - Telah sesuai dengan UU No.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 28 Tahun 2009.
tempat pelelangan.
5 | Cam Mengukur Tingkat Pasal 89 - - Telah sesuai dengan UU No. |
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi 28 Tahun 2009.
dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.
6. Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 90 Pasal 90 1. Disesuaikan dengan UU

No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi

fr

-



No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

Daerah.

2. Penetapan tarif harus mem-
perhatikan harga pasar,
komponen biaya per jenis
layanan, dan ketersediaan
pelayanan sejenis oleh
pihak swasta/masyarakat.

Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

Gonderukem-{Gambrosin)

8

b | kepigabahdaby :

¢ | kepi-gelondengan Rp-506/Kaleng-{20
d  kopi trasefpasel .

e
8

9 |

ET

Ty .

= linyak sere wang

— -

14 | Jernang gelondongan

16 | Kulitkayu-Manis

Pasal 91

Retribusi tempat pelelangan
pada prinsipnya dikenakan atas
penggunaan lahan/tempat
pelelangan yang
disediakan/dimiliki atau dikelola
oleh Pemda. Tarif harus
menggambarkan luasan tempat
yang digunakan unutk lelang.
Misalnya untuk lelang yang
membutuhkan lahan 10 m2,
maka dikenakan tarif retribusi
Rp..ccoc.. per sekali lelang,
yang membutuhkan lahan 5 m2
dikenakan  farif  retribusi
Rp......... per sekali lelang.




(1) Objek refribusi terminal adalah pelayanan tempat untuk masuk
kendaraan penumpang, bis umum dan barang, tempat kegiatan usaha
dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal,

(2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Penggunaan tempat

1. Penggunaan tempat kendaaraan umum untuk menaikan dan
menurunkan penumpang dan/atau barang.

2. Penggunaan tempat masuk selain kendaraan umum.

b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal

1. Pemakalan ruang tunggu unfuk penumpang dan/atau ruang
istirahat awak kendaraan.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
| 18 Sapilfiderhar Rp—100-000/eker
1% | Kambingldembalkibas Fe0-000/eker
18 | Upggas Rp—1-006/cker |
18 | kan - ReE004g |
8. | Wilayah Pemungutan o .Pasal 92' - | Telah sesuai dengan UU No.
(1)  Retribusi yang terhutang dipungut di tempat penyelenggaraan tempat 28 Tahun 2009.
Pelelangan diselenggarakan.
(2) Tempat Penyelenggaraan pelelangan diatur lebih fanjut dengan
Peraturan Bupati.
RETRIBUSI TERMINAL B
_1 Nama Pasal 93 - Pasal 93 Legal drafing disesuaikan |
' Dengan nama Retribusi Terminal Dipungut Retribusi sebagai pembayaran | Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan | dengan UU No. 28 Tahun
atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, | 2009.
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2 Objek Pasal 94 - Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009,

44



No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
2. Pemakaian Ruko/Toko/Kios/dan tempat usaha tertentu.
3. Pemakaian lapangan terminal untuk berdagang.
(3) Dikecualikan dari objek refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan pelayanan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang, bus umum dan barang, tempat kegiatan usaha
dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki
atau/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak Swasta.
I 3. | Subjek - Pasal 95 - ) Telah sesuai dengan UU No.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan jasa 28 Tahun 2009.
ferminal.
5— Cara Mengukur Tingkat ' . . . Pasal 96 o . | . . Pasgl 9 ‘ Legal drafting disesuaikan |
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis jasa diperoleh di | Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekuensi dan/atau dengan UU No. 28 Tahun
terminal. jangka waktu penggunaan pelayanan terminal. 2009.
6. Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 97 - Pasal 97 1. Legal drafting disesuaikan
Besamya Tarif Retribusi Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan | Prinsip dan sasaran penetapan besaran farif Retribusi Terminal didasarkan dengan UU No. 28 Tahun
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaan fasilitas | pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. 2008.
terminal. 2. Penetapan tarif  harus
memperhatikan harga
pasar, komponen biaya per
jenis layanan, dan
ketersediaan  pelayanan
sejenis oleh pihak
swasta/masyarakat.
7 Struktur dan Besamya Tarif Pasal 98 Pasal 98 Tarif Retribusi Terminal diubah
| Retribusi (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan terminal. (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan terminal. dengan menghapus tarif bagi
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | kendaraan yang tidak masuk
ditetapkan sebagai berikut ; ditetapkan sebagai berikut ; ke terminal, karena bukan
A. ‘ Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C): ] ‘ A. | Masuk Terminal Penumpang Kota (tipe C): ~ || merupakan Objek Reribusi
" 1| Kendaraan roda 2 | Rp 1.000/kendaraan ' 1| Kendaraanroda2 =~ | Rp1.000/kendaraan | | lerminal.
2 | Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan 2 | Kendaraan roda 3 Rp 1.000/kendaraan
3 | Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan | | 3 . Kendaraan roda 4 Rp 2.000/kendaraan |




Materi Raperda

Keterangan

Rumusan Raperda Rekomendasi
4 | Kendaraan Bus Umum roda 4 Rp 3.000/kendaraan 4 | Kendaraan Bus Umum roda 4 Rp 3.000/kendaraan
5 | Kendaraan Bus Roda 6/Non Umum Rp 5.000/kendaraan Kendaraan Bus Roda 6/Non Umum Rp 5.000/kendaraan
'B. | Retribusi pemanfaatan lapangan di dalam | komplek terminal kota: Retribusi pemanfaatan lapangan di dalam komplek terminal kota: |
Untuk lapak dagangan/kegiatan lainnya : Rp. 250/M%hari Untuk fapak dagangan/kegiatan lainnya : Rp. 250/M?/hari
C. | Bongkar muat barang pada terminal bongkar muat Paya llang: Bongkar muat barang pada terminal bongkar muat Paya llang:

1 | Kendaraan roda 4 Rp 10.000/kendaraan 1| Kendaraan roda 4 Rp 10.000/kendaraan
2 | Kendaraan roda 6 Rp 15.000/kendaraan | Kendaraan roda 6 ' Rp 15.000/kendaraan
3 | Kendaraan roda 10 Keatas | Rp 20.000/kendaraan | Kendaraan roda 10 Keatas Rp 20.000/kendaraan
Br BeaglesualBs i il g Dihapus
- bengharmuat
| 4 | MobitBoxResa4 Rp—25-000/kendaraan
2 | MebitBoxReda6 Rp-50-000/kendaraan T
3 FrelkAnglwien-SemenBedat Rp—50:000/kendaraan
4 | Fruk-Angkutan-Semen-Roda10 Rp—75.000/kendaraan
| 5 | Truk-Semen-cair-besi-minyakgereng | Re-75.000/kendaraan
{edrah)—gas,—dan—barang—khusus
lainnya-Roda-6-danreda-10keatas
8 | Frukgastodad P 2E000werderman
7 | Frokgasrodab Pe50-000 ndanan
8 | Frukpupuksubsidiroda 4 Rp--25.000/kendaraan o
19 | Trukpupuk-non-subsidi-roda b Rp-56.000/kendaraan
H | Trukpupuk-non-subsidireda10 Bp—75-000kendaraan
12 —beras. : Re—10.000/kondaraan
buahan-reda4
13 | Frukkelapa; : : Rp--20.000/kendaraan
buahan-roda-6-keatas




: No.

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan
terminal diselenggarakan.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
E. | Sewa gudang bongkar muat Paya | Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu E. | Sewa gudang bongkar muat Paya | Rp. 4.500.000/Tahun/Pintu
llang llang
|'F. | Sewa WC terminal kota tipe C Rp. 12.000/hari F. | Sewa WC terminal kota tipe C Rp. 12.000/hari
8. Wilayah Pemungutan Pasal 99 - Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.

1. | Nama Pasal 100 Pasal 100 Legal drafting disesuaikan
Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai | Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut refribusi sebagai | dengan UU No. 28 Tahun
pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat dan-wakis = pembayaran atas pelayanan penyediaan/penggunaan tempat khusus | 2009.
khusus parkir. parkir.
_2_ "O_bjek Pasal 101 Pasal 101 Legal drafting disesuaikan
(1)  Objek Retribusi Tempat dap-wakid khusus parkir adalah pelayanan | (1) Objek Retribusi Tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan | dengan UU No. 28 Tahun
penyediaan parkir yang disediakan, dimiliki danfatau dikelola oleh tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh | 2009.
Pemerintah Daerah pada tempat khusus dan/atau diwaktu tertentu. Pemerintah Daerah pada tempat khusus dan/atau diwaktu tertentu.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau adalah pelayanan fempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

';'_ mgbjek R - Pasal 102 - Telah sesuai dengan UU No.
Subjek refribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan 28 Tahun 2009.
pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir.

5, Cara Mengukur Tingkat Pasal 103 - Telah sesuai dengan UU No.

Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat 28 Tahun 2009.
! Khusus parkir. -
6 "Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 104 - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Penyediaan Tempat Khusus
parkir.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
7 Struktur dan Besarya Tarif N Pasal 105 o o o Pasal 105 - o L.egal Qraftmg pada ayat (2)
Retribusi (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir | (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir | disesuaikan dengan UU No. 28
ditempat khusus ditempat khusus parkir. Tahun 2009.
(2)  Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut : ditetapkan sebagai berikut :
1. | Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasifwisata, dermaga: 1. | Tempat Khusus Parkir di tempat rekreasi/wisata, dermaga:
a. | Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 2.000/sekali parkir a. | Kendaraan Roda 2 (dua}) Rp. 2.000/sekali parkir
b. | Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 5.000/sekali parkir | b. | Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 5.000/sekali parkir
¢. | Kendaraan Roda 6 (enam) Rp. 10.000/sekali parkir ' ¢. | Kendaraan Roda 6 (enam) Rp. 10.000/sekali parkir
d. | Kapal penumpang Rp. 200.000/bulan d. | Kapal penumpang Rp. 200.000/bulan
2. | Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat 2. | Tempat parkir diwaktu dan/atau tempat
tertentu: fertentu:
a. | Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 2.000/sekali parkir a. | KendaraanRoda 2 (dua) Rp. 2.000/sekali parkir
b. | KendaraanRoda 4 (empaty | Rp. 5.000/sekali parkir b. | Kendaraan Roda 4 (empat) Rp. 5.000/sekali parkic |
¢. | Kendaraan Roda 6 (enam) Rp. 10.000/sekali parkir Kendaraan Roda 6 {(enam) Rp. 10.000/sekali parkir |
8. | Wilayah Pemungutan ._ _ o ‘ Pas.al.106 . - - Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat khusus parkir 28 Tahun 2009.
| diberikan. |
| RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN R
£ | Nama Pasal 107 R ]
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan
termasuk pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
o "Obj " Pasal 108 N  Pasal 108 Pasal 108 diubah dengan
(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi : (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan meliputi : menghapus tarif kien master
a. Pemakaian Kandang (karantina). a. Pemakaian Kandang (karantina). dan “bea balik  nama
b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong. b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong. kepemilian  hewan kargna
. . bukan  merupakan  objek
¢. Pemakaian tempat pemotongan. ¢. Pemakaian tempat pemotongan. Retibusi Rumah  Potong
d. Pemakaian tempat pelayuan daging. d. Pemakaian tempat pelayuan daging. Hewan.
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(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN/BUMD dan pihak swasta.

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong. e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong.
E—ldsrmesian. f. Dihapus.
g—2ea-ballenamalepemillanhavas: g. Dihapus.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN/BUMD dan pihak swasta.

Pasal 109

Telah sesuai dengan UU No.

Retribusi

(1} Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumiah
ternak yang akan dipotong.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

3. | Subjek Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan fasilitas 28 Tahun 2009.
rumah potong hewan.
5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal 110 - Telah sesuai dengan UU No.
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumiah 28 Tahun 2009.
ternak yang akan dipotong.
6. " Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 111 Pasal 111 1. Legal drafting pada Pasal |
Besamya Tarif Retribusi Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan | Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Rumah Potong 111 disesuaikan dengan UU
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaaan fasilitas | Hewan didasarkan pada tujuan memperoteh keuntungan yang layak. No. 28 Tahun 2009.
rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan. 2. Penetapan  tarif  harus
memperhatikan harga pasar,
komponen biaya per jenis
layanan, dan ketersediaan
pelayanan sejenis oleh pihak
- swasta/masyarakat.
[ 7 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 112 Pasal 112 Tarif Retribusi diubah dengan

(1) Struktur farif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah
ternak yang akan dipotong.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

’ Sapif Kambing/ | Ayam/ Sapi/ | Kambing/ Ayam/
Ne. Jenis Pelayanan Kerbau Domba ik No. . Jenis Pelayanan Kerbau Domba Itik
(Rp.) (Rp) | (Rp) ' (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1. | Pemeriksaan | 25.000,- | 5.000,- 1. | Pemeriksaan 25.000,- 5.000,-

menghapus tarif Kien Master

dan Bea Balik Nama
Kepemilikan Hewan, karena
bukan  merupakan  objek
Refribusi Rumah  Potong
Hewan.
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No. ]

Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
kesehatan sebelum kesehatan sebelum
dan sesudah dan sesudah |
dipotong dipotong
Pemakaian Pemakaian
2 kandang (karantina) 5.000- 5.000- 2 kandang (karantina) 5.000- 5.000-
3, | Pemakaantempat | 000 | 2000, 500 ||| 3. |Femakaentempat | 55000 2000, 500
pemotongan pemotongan :
4 | KierMaster 8000~ 4000~ - ||| 4 | Dihapus
5 | BoaBalicama 100.000- 5, | Dihapus
f Keparillanrhawan
8. | Wilayah Pemungutan o . Paslal'113 - Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat rumah potong 28 Tahun 2009.
hewan diberikan.
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH o
1 Nama Pasal 114 Pasal 114 Legal drafting pada Pasal 114
' Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi | Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi | disesuaikan dengan UU No. 28
atas penjualan produksi usaha daerah. atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. Tahun 2009.
2. | Objek Pasal 115 - | Telah sesuai dengan UU No.
' (1)  Obijek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan 28 Tahun 2009.
hasil produksi usaha Pemerintah daerah,
(2)  Hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bibit
dan/atau benih ikan.
(3)  Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan
pihak swasta.
| 3 Subjek Pasal 116 Pasal 116 ] [egal drafﬁg pada Pasal 116
' Subjek retribusi adalah sefiap produksi usaha yang diselenggarakan oleh | Subjek refribusi adalah crang pribadi atau badan yang menggunakan/ | disesuaikan dengan UU No. 28
pemerintah daerah. menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Tahun 2009.
5, Cara Mengukur Tingkat Pasal 117 - ) Telah sesuai dengan I{U No._
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Retribusi

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil produksi Usaha daerah
yang dijual.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

_No_-‘ Jenis Produksi Usaha | Varietas/Jenis/ Besaran tari Ket |
_ daerah Ukuran/umur |
Bibit atau  Benih
I | Tanaman Granola G4 | Rp. 9.000/Kg
- Kentang
| Bibit atau benih ikan
1.Mas (bawal) 1-3cm Rp.250/ekor
3-5cm Rp.500/ekor
5-8cm Rp.800/ekor
" 8-12¢cm Rp.2.000/ekor
2. Nila 1-3cm Rp.200/ekor
3-5cm Rp.300/ekor
5-8cm Rp.500/ekor
8-12¢cm Rp.1.000/ekor |
3.Lele | 1-3em Rp.200/ekor | ‘

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penjualan produksi usaha 28 Tahun 2009.
daerah.
6. Prinsip Penetapan Struktur dan B Pasal 118 Pasal 118 1. Legal drafting pada Pasal
Besamya Tarif Retribusi Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada fujuan | Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi | 118 disesuaikan dengan UU
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya produksi usaha daerah. Usaha Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. No. 28 Tahun 2009.
| 2. Penetapan  tarif  harus
memperhatikan harga pasar,
komponen biaya per jenis
layanan, dan ketersediaan
pelayanan sejenis oleh pihak
swasta/masyarakat. :
' 7. | Struktur dan Besamya Tart o Pasal 119 - - - Telah sesuai dengan UU No. |

28 Tahun 2009.




Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi tempat rekreasi/wisata

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi tempat rekreasi/wisata

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
3-5cm Rp.400/eker
5-8cm Rp.800/ekor
8-12¢m Rp.2.000/ekor
4, Calon induk lkan 5-8cm Rp. 1.800.000/paket | 100
Nila Jantan
300
‘ 8-12¢m Rp. 2.300.000/paket Betina
8. | Wilayah Pemungutan Pasal 120 = | Telah sesuai dengan UU No.
Refribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat 28 Tahun 2009.
penyelenggaraan penjualan produksi usaha daerah diselenggarakan.
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
1 Nama o Pasal 121 . o Pasal 121 o o Legal drafting pada Pasal 121
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut atas pelayanan tempat | Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi atas | disesuaikan dengan UU No. 28
rekreasi, parwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh | pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau Tahun 2009.
| | Pemerintah Daerah. - dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. | Objek ‘ - Pasa‘| 122 - Telah sesuai dengan UU No.
(1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, 28 Tahun 2009.
pariwisata, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3| Subjek - ' o I.’asa}l‘123 . o Pasql 123 Legal drafting pada Pasal 123
Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan | Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan | disesuaikan dengan UU No. 28
layanan tempat rekreasipariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau | layanan tempat rekreasi/pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau | Tahun 2009.
dikelola sebagian-dan/atad-seldruhnya oleh Pemerintah Daerah. dikelola oleh Pemerintah Daerah. | - |
5. | Cara Mengukur Tingkat Pasal 124 [- Telah sesuai dengan UU No.
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasifwisata diukur berdasarkan 28 Tahun 2009.
frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi/wisata.
6. | Prinsip Penetapan Struktur dan Pasal 125 Pasal 125 Legal drafting pada Pasal 125

disesuaikan dengan UU No. 28
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Retribusi

(1)  Struktur farif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pada tempat

rekreasi/objek wisata.

(2)  Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No. Obijek retribusi Golongan Tarif
Pelayanan Tempat Tarif
Rekreasi |
1. | Dermaga Lukup Dewasa | Rp.3.000/sekali masuk
Penalam Anak Rp.2.000/ sekali masuk |
2. | GuaLoyang Koro Dewasa | Rp.3.000/ sekali masuk |
: Anak Rp.2.000f sekali masuk
3. | Gua Peteri Pukes Dewasa | Rp.3.000/ sekali masuk
Anak Rp.2.000/ sekali masuk
4. | Gua Loyang Datu Dewasa | Rp.3.000/ sekali masuk |
Anak Rp.2.000/ sekali masuk
5. | AtuBelah Dewasa | Rp.3.000/ sekali masuk
Anak Rp.2.000/ sekali masuk
6. | Dermaga Wisata Nosar | Dewasa ' Rp.3.000/ sekali masuk
Anak Rp.2.000/ sekali masuk
7. | Puncak Pantan Terong_ | Dewasa Rp.3.000/ sekali masuk
| Anak Rp.2.000/ sekali masuk
8. | Grafiti Bur Telege “Dewasa | Rp.3.000/ sekali masuk
Anak Rp.2.000/ sekali masuk
9. | Pante MenyeBintang | Dewasa | Rp.3.000/sekali masuk
Anak Rp. 2.000/ sekali masuk
'T'_L—ingka_ran tepi Danau Dewasa | Rp.2.000/ sekali masuk
Laut Tawar Anak Rp. 1.000/ sekali masuk

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak atas—tiuar | didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. Tahun 2009.
I baci : .
7 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 126 - Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.
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Besarnya Tarif Retribusi

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian
izin mendirikan bangunan;

No. | Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUS! [ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
1 Nama ' Pasal 127 R Telah sesuai dengan UU No.
' Dengan nama Refribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi 28 Tahun 2009.
sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
2 | Objek - " Pasal 128 Telah sesuai dengan UU No.
' (1)  Objek Retribusi izin mendirkan bangunan adalah pemberian izin 28 Tahun 2009.
untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)  Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata
ruang,dengan fetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan
(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketingian
Bangunan (KKB) dan pengawasan Penggunaan bangunan yang
meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3)  Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemberian izin unfuk bangunan milik pemerintah atau
pemerintah daerah.
3_ Subjek Pasal 129 Telah sesuai dengan UU No.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin 28 Tahun 2009.
mendirikan bangunan.
5 Cara Mengukur Tingkat Pasal 130 Telah sesuai dengan UU No.
' Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus 28 Tahun 2009.
yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan
dan rencana penggunaan bangunan. !
6. | Prinsip Penetapan Strukiur dan ' Pasal 131 | Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.

Zs4
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya
pengecekan dan biaya pengukuran lokasi, biaya pemetaan, biaya
trasportasi dalam rangka pengawasan.
7. | Struktur dan Besamya Tarif Pasal 132 Pasal 132 Tarif Retribusi IMB diubah

Retribusi

Strukiur dan besaran tarif refribusi izin mendirikan bangunan adalah

sebagai berikut:

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah

sebagai berikut:

. Menghapus tarif pada huruf

No. Nama Objek Retribusi Satuan No. Nama Objek Retribusi ~ Satuan
1 2 3 4 1 2 3 4
1. BANGUNAN GEDUNG 5.000 m? 1. BANGUNAN GEDUNG 5.000 m?2
2. | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG 2. | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG '
JENIS PRASARANA o | JENIS PRASARANA
A. | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman A. | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman
- Pagar | 4500 m2 - Pagar 4,500 m2
- Tangguliretaining wall | 4,500 m - Tangguliretaining wall | 4500 m
- Turap batas kaveling/persil | 4.500 m? - Turap batas kaveling/persil | 4500 m?2
| B ~ Konstruksi penanda masuk | B. Konstruksi penanda masuk :
- Gapura 3.600 m? - Gapura 3.600 m?2
- Gerbang 3600 m2 | - Gemang 3600 | m?
C. Konstruksi perkerasan | C. Konstruksi perkerasan |
- Jalan 3600 m? T - Jalan 3.600 m
- Lapangan parkir 3.600 m2 - Lapangan parkir 3.600 m2
- Lapangan upacara 3.600 m? -mcara 3.600 m?2
- Lapangan olah raga terbuka 3.600 m? - Lapangan olah raga terbuka 3.600 m2
- Penimbunan barang, dll 3.600 m?2 - Penimbunan barang, dll 3.600 m?2
D. Konstruksi Penghubung D. Konstruksi Penghubung
- Jembatan 13600 m2 | -Jembatan 3.600 m2
- Box culvert 13600  |umit - Box culvert | 3600 unit
- Dueker, gorong-gorong 13600 |[m - Dueker, gorong-gorong | 3600 m2

dengan:
1. Menghapus

tarif pada
instalasi pengolahan,
instalasi bahan bakar, dan
jaringan gas bawah tanah,
karena sesuai dengan
Permen PUPR Nomor 5
Tahun 2016 tentang IMB,
IMB adalah perizinan yang
diberkan oleh Pemda
kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun
baru, mengubah,
memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat
bangunan gedung. Apabila

tidak ada  bangunan/
konstruksinya yang
membutuhkan IMB

sebagaimana diatur dalam
Permen PUPR tersebut,
maka bukan merupakan
objek retribusi.

J dan K, karena bukan
merupakan objek retribusi.
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| No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

saluran/drainase

saluran/drainase

Konstruksi kolam/reservoir bawah
tanah

Konstruksi kolam/reservoir bawah
tanah

- Kolam renang | 4.500 m? - Kolam renang 4.500 me
- Kolam pengolahan air | 4,500 m? - Kolam pengolahan air 4.500 m?3
- Reservoir bawah tanah 4.500 m? - Reservoir bawah tanah 4.500 m?3
- Waste water treatment plant 4.500 m? - Waste water treatment plant 4500 m?
- Saluran air 2500 m? - Saluran air R 2.500 m?
Konstruksi Menara o Konstruksi Menara
- Menara antenna 125.0000 | m - Menara antenna 125.0000 | m
- Menara reservoir R 9.000 m? - Menara reservoir 9.000 m?
- Cerobong 9.000 m - Cerobong 9.000 m
Konstruksi Monumen Konstruksi Monumen
- Tugu © 6.000 m - Tugu 6.000 m
- Patung 6.000 m - Patung 6.000 m
Konstruksi Instalasi * Konstruksi Instalasi
- Instalasi listrik dan jaringan listik = 6.000 | m - Instalasi listrik dan jaringan listrik | 6.000 m
bawah fanah (dalam kawasan bawah tanah (dalam kawasan
bangunan gedung) bangunan gedung)
- Instalasi telekomunikasi dan jaringan | 30.000 m? - Instalasi telekomunikasi dan jaringan | 30.000 m?
telkom bawah tanah (dalam telkom bawah tanah (dalam
kawasan bangunan) gedung) kawasan bangunan) gedung)
" nstalasipengolohan 6000 | m? - Dihapus - a
—lrstalesiozhantbalar 2000 2 - Dihapus
—Jaringan-gas-bawah-lanah 6000 | M ~ -Dihapus o
- Konstruksi pondasi mesin diluar 20.000 m? - Konstruksi pondasi mesin diluar 20.000 m?2
bangunan bangunan




Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin
mendirikan bangunan diberikan.

| No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
- Jembatan atau lift (servis kendaraan | 20.000 | m? - Jembatan atau lift (servis kendaraan | 20.000 m?
diluar bangunan) diluar bangunan})
I. | Konstruksi Reklame - Konstruksi Reklame
i - Billboard/Bando 30.000 m? - Billboard/Bando 30.000 m?
- - Papan iklan 20.000 m? - Papan iklan 20.000 m?
- - Papan nama (berdiri sendiri atau 20.000 m? - Papan nama (berdiri sendiri atau 20.000 m?
berupa tembok pagar) berupa tembok pagar)
& | Relrbusi—Penyediaan_Adiministrast | 30.000 | fizin Dihapus
IMB—(Pomesahan—deokumen—IMB;
o
ol G
. . ME
. K ighi
l "
banguran——gedung——dan/atay
K Retrbusipenyadican-fomulic 5000 fi=in Dihapus
permohonan-MB-ermastik-biaya
pardafiarantivz
(2) Kakulasi hasil perhitungan biaya IMB diatur lebih lanjut dengan | (2) Kalkulasi hasil perhitungan biaya IMB diatur lebih lanjut dengan
peraturan Bupati - peraturan Bupati N
8. Wilayah Pemungutan Pasal 133 Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2008.

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Nama

Pasal 134
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek

tertentu dalam wilayah daerah.

| Telah sesuai dengan UU No. |

28 Tahun 2009.

e



angkut.

(2)  Besarnya farif refribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah sebagai berikut:

angkut.

(2) Besarnya tarif retribusi izin frayek sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah sebagai berikut;

'a. | izin Trayek

& | Izin trayek-Operasionat -
3 Kaoasitas. 26 s/ 50 Un Re-2£0-000 chun
leatas
| b Ka#u——Pengawas—?Fayek%kaFt_u—taﬂpa

Conftoh:

1. Mobil bis kecil T [Tahun/Kendaraan
| 2. Mobil bis sedang [2{ S [Tahun/Kendaraan
3. Mobil bis besar Rp..oviiian. [Tahun/Kendaraan
4 e
5. Dihapus

b. | Dihapus

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
2 Objek Pasal 135 - Telah sesuai dengan UU No.
Objek Retribusi izin frayek adalah pemberian izin frayek kepada orang | 28 Tahun 2009.
pribadi dan badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada |
suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
' 3. | Subjek I Pasal 135 - Telah sesuai dengan UU No.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 28 Tahun 2009.
trayek. |
5. | Cara Mengukur Tingkeat Pasal 137 Pasal 137 Legal drafting disesuaikan
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan | Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula | dengan UU No. 28 Tahun
jenis angkutan umum penumpang. yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin. - 2009.
6. Prinsip Penetapan Struktur dan ~ Pasal 138 - | Telah sesuai dengan UU No.
Besarnya Tarif Retribusi (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada 28 Tahun 2009.
tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian
izin frayek.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya
survey lapangan dan biaya tranportasi dalam rangka pengendalian
dan pengawasan.
7 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 139 Pasal 139 Tarf Retribusi lzin Trayek
Retribusi Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya | (1)  Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya | diubah dengan pertimbangan:

1. Tarif Izin Trayek
diberlakukan untuk
kendaran penumpang
umum  untuk  setiap

kendaraan pada periode
tertentu, sehingga tarif
pada ayat 2 huruf a perlu

disesuaikan.  Pengenaan
izin trayek harus
berpedoman pada
peraturan perundang-

undangan yang mengatur
mengenai  pemberian izin

[
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No. | Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
operasional: trayek.
1 Maksimum-3-5/d-8-tempat duduk Rp-25.000/Tahun! . Sesuai dengan Pasal 81
Kendaraan PP No. 74 Tahun 2014
] tentang Angkutan Jalan,
| 2—Kapasitas §-5/d-15-termpat dudok Rp-35-000/Fahun! Kartu Pengawasan
merupakan bagian
|3.—Kapasitas—16—s¢d—254empa%dadak Rp-60.000Mahun/ dokumen perizinan yang
Kendaraan melekat pada  sefiap
. RaE000 ahes! Kendaraan Bermotor
4—~Kapasitas—26 tempat dudulckeatas Kendorean Umum, sehingga tidak
FeE000 0 hun/Unlt perlu tarif tersendiri.
8—Besak-bermetor Rp-150.000/F ahunike . Pungutan atas
B6—Angkutan—Karyanan—Perusahaan Hd%aﬂ keterlambatan ~ memper-
Swasta-dan BUMD/BUMN panjang izin frayek bukan
. | . : merupakan jenis objek
| & | tzin-insidenti Rp‘sgggg’ke“dm Dihapus Retribusi Izin Trayek, tapi

Wilayah Pemungutan

Pasal 140
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin
diberikan.

merupakan objek
penerimaan denda.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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i No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
. Pasal 141 Telah sesuai dengan UU No.
7 Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi y (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 28 Tahun 2009.
(2)  Peninjauan farif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhafikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
(3)  Penetapan farif refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
| ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
o Penentuan Pembayaran, Tempat Pasal 146 Telah sesuai dengan UU No. |

Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

o)

()

(4)

Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat
lain yang ditunjuk sesuai wakiu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dafam hal pembayaran dilakukan ditempat lian yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling
lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 147
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunaiflunas.
Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada waijib retribusi untuk
mengangsur refribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tata cara pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan waijib retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas wakiu yang ditentukan dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 148
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 147 diberikan
tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran

28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

o



yang Kedaluwarsa

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
refribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
10. | Sanksi:
a.  Administratif Pasal 149 - Telah sesuai dengan UU No.
(1)  Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 28 Tahun 2009.
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Dalam hal wajib retibusi tertentu fidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
mengunakan STRD.
(3)  Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan surat Teguran.
b. Pidana Pasal 162 Pasal 162 Pasal 162 diubah dengan
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga | mengubah  Sanksi ~Pidana
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 | disesuaikan Pasal 176 dan
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah | Pasal 178 UU No. 28 Tahun
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 2009.
% | (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.
| 11. | Penagihan __ -
12. | Penghapusan Piutang Retribusi Pasal 157 - Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.
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| No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda I

Rekomendasi

Keterangan

a. diterbitkan surat teguran, dan atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) |
huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf b adalah wajib refribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib retribusi.

Pasal 158
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara Penghapusan Piutang retfribusi yang sudah Kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

13.

14.

Tanggal Mulai Berlakunya.

Pasal 166
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dar—beraku—efekt

terhiurgoeislcianggaldanuar 2020,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ganun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Lain-lain

Pasal 3 -

Retribusi Jasa umum terdiri dari :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Pasal 166
Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ganun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 166 diubah dengan
menghapus frasa “dan berfaku
efektif  terhitung  sejak
tanggal 1 Januari 2020"
karena Perda fidak dapat
berlaku surut.

Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.
/1 .
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| No.

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Tera/Tera ulang

Retribusi pengujian Kendaraan bermotor;

N~ wN

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 4
Retribusi Jasa Usaha terdiri dari

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
Retribusi Tempat Pelelangan;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Rumah Potong Hewan;

o ok w

Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah.

Pasal 5
Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 48
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan TerafTera Ulang UTTP serta pengujian BDKT atau UTTP dan
wajib melakukan pembayaran refribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 142
(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 {satu) Tahun. - Telah sesuai dengan UU No.
(2) Saat ferutangnya retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau 28 Tahun 2009.
dokumen lainnya yang dipersamakan.
. Pasal 143 dihapus, karena
Dihapus dalam Retribusi Daerah tidak
diperiukan Surat Pendaftaran
Objek Retribusi.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUS! BAB X
Pasal 144 PENETAPAN RETRIBUSI | Pasal 144 ayat (1) dihapus,
aaimana-dis Pasal 144 karena SPORD tidak
(1) Dihapus. dibutuhkan dalam Retribusi

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru
dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah refribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT;

(3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen fain yang
dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

2

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru
dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumfah refribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT;

Beniuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen fain yang
dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Daerah  dan  penentuan
besarnya Retribusi terutang
fidak  berdasarkan  isian
SPORD.
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Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rekomendasi

Keterangan

LNo.

BABXI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 145
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan danfatau diserahkan
kepada pihak ketiga.

{2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah aset pemerintah daerah yang bergabung dengan milik swasta,

(3) Teknis pemungutan retribusi untuk melaksanakan ketentuan ayat (2),
diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

(4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 150
(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannnya.

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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Pasal 151 - Telah sesuai dengan UU No.
(1) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 28 Tahun 2009.
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib refribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

_—
[2%]
=

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 152
(1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Telah sesuai dengan UU No.
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 28 Tahun 2009.
bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua

belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB

@

—

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 153 | -

(1) Atas kelebihan pembayaran refribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka wakiu paling lama 6 (Enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilambau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dafam jangka waktu paling fama 1 (satu ) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 154 - Telah sesuai dengan UU No.
{1) Permohonan pengurangan kelebihan pembayaran retribusi diajukan 28 Tahun 2009.
tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya mneyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi.

b. masa retribusi.

c. besarnya kelebihan pembayaran.
d. alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercantat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 155 -

Telah sesuai dengan UU No.

/\67
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(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
refribusi lainnya, sebegaimana  dimaksud Pasal 133 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 156
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi antara [ain untuk mengansur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di atur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 159
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan Retribusi daerah.
(2) Waijib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan objek retribusi yang terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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¢. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan refribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 160
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Melalui anggaran Pendapatan dan belanja kabupaten.

(3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 161
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran ganun ini
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang |

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daran;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta banfuan fenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa idenfitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i. memanggil orang unfuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai fersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan;

(3

~

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang |
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIli

PENUTUP

Pasal 164 Telah sesuai dengan UU No.
Ketentuan lebih lanjut untuk mendukung pelaksanaan qanun ini, diatur | - 28 Tahun 2009.
dengan peraturan bupati

Pasal 165 ) Telah sesuai dengan UU No.
Pada saat mulai berlakunya ganun ini maka, Qanun Kabupaten Aceh 28 Tahun 2009.

b
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Tengah Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi daerah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasalfayat dalam
Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2. Maret 2020

an. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
_ Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
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